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RINGKASAN 

Pengadaa.n barang/jasa pemerintah saat ini masih dianggap rentan dengan 

tindak korupsi, hal ini tentunya mengurangi akuntabilitas pemerintah. Salah satu 

cara untuk mengembalikan akuntabilitas pernerintah adalah dengan melakukan 

pengendalian internal (internal contra{) dalam meiaksanakan pengadaan 

barangljasa. 

Oleh karena itu peneHti !ni bertujuan untuk mengetahui penerapan 

pengendalian internal dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulurn, 

mengetahui kelemahannya dan memberikan solusi. 

Metode penelitian yang akan digunakan oieh penuiis adalah metode 

desk.r:iptif kualitatif, Dan tek:nik pengumpuian data yang digunakan adalah studi 

pusmka dan pene!itian lapangan. 

Proses pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikutum secara urnum telah 

melaksanakan pengendalian internal. Karena telah melaksanakan setiap 

komponen pengendalian intemai menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, 

peniiaian resiko. pengendalian resiko, infonnasi dan komunikasi, serta 

monitoring. 

Kata Kunci: 

Pengadaan Pemerintahan, Aspek: Pengendalian Internal, Pusat Kurikulum 
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ABSTRACT 

Government procurement for goods/services at this present still 

susceptible with corruption, this opinion will diminish government accountability. 

One of the ways to give back government accountability through Internal control 

implement in government procurement. 

Objective from this research to know how internal control implement in 

government procurement at Pusat Kurikulum, its weakness and give solution to it. 

Research method used in this thesis is Descriptive qualitative method, 

with data coHection method through literature research and field research. 

Government procurement process at Pusat Kurikulum in general have 

been implement internal control, because have met COSO internal control 

component which is environment control, risk assessment. risk control, 

information and communication, and monitoring. 

KeyWord: 

Government Procurement, Internal Control Aspect, Pusat Kurikulum 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar BeJakang M-asalah 

Pengadaan barangljasa pemerintah saat ini maslh dianggap rentan dengan 

tindak korupsi~ hal ini diperkuat dengan pemberitaan yang dimuat oieh harian 

Kompas pada tanggal 23 AgushJS 2008 tentllng 18 modus korupsi di da<rah, 

diantaranya berkaitan dengan pengadaan baranWasa berupa penggelembungan 

nilai pengadaan dan kolusi antara penyedia barang dengan panitia. Pemberitaan 

seperti Ini tentunya mengurangi akuntabilitas pemerintah. Salah satu cara untuk 

mengcmbalikan akuntabilitas pemerinta:h adaiah dengan melakukan pengendaiian 

internal (internal control) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

Pengendalian internal dalam pengadaan barangljasa . pemerintah 

seharusnya dilakukan sampai unit kerja terkeciVunit akuntansi pembantu klla5a 

pengguna anggaran yang hanya melakukan pengadaan barangljasa sederhana. Hal 

ini penting dilakukan daiam upaya t.mtuk menjaga agar suatu instansi pemerintah 

tetap berada dalam jalur menuju pencapaian misi atau tujuannya serta uotuk 

memlnimalisir terjadinya suatu kejadian yang akan membawa dampak kerugian 

finansial maupun nonfinansial. Pengendalian internal yang dllaksanakan secara 

memadai akan mampu mendorong ke arah efisiensi, mengurangi risiko kchilangan 

aset, dan memba.ntu meyakinkan keandalan laporan keuangan dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang~undangan yang berlaku. 

Pelaksanaan pengendallan internal pengadaan barangtJasa akan dianalisis 

dengan menggunakan lima komponen COSO yang paling banyak diterima secara 
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umum karena bersifat fntegrated framework, karena pengendalian internal bukao 

suatu event atau keadaan, tetapi suatu serl tindakan yang terjalin dalam suatu 

aktivitas entitas. Tindakan~tindakan ini bersifat mengikat untuk seluruh personil 

dalam organisasi dan terpadu dalam cara panitia pengadaan menjalankan 

fungsinya, Proses pengadaan, yang dilakukan dalam atau lintas unit organlsasi 

atau fungsi-fungsi, dikelola mefalui proses-proses dasar manajemen yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, Pengendaiian internal adalah bagian 

terpadu dari proses ini. Hal ini rnemungkinkan manajemen untuk memfungsikan 

dan memantau tindakan serta relevansinya yang berkelanjutan. 

Pusat Kuriku!um. sebagai salah satu pusat di Badan Penelitian dan 

Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional m'erupakan entitas akuntansi 

dengan jumlah pegawai tidak lebih dari 120 orang mempunyai tugas pokok dan 

fungsi yang berkaitan dengan kudkulum. Kurikulum merupakan seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyeJenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan sampai dengan s:aat ini Pusat 

Kur_ikulum hanya melakukan pengadaan sederhana, 

1.2. Perumusan dan Pembatasan Masalab 

Pengadaan barang/jasa pemerintah .saat ini masih dianggap rentan korupsi 

dan kolusi oleh masyarakat Untuk menghiiangkan opini ini setiap unit kerja 

terkecil di pemcrintah harus melaksanakan pengendalian internal terhadap 

pelaksanaan pengadaan barangljasanya. Oleh karena itu permasalahan yang 

diteliti pada studi ini terfokus pada Apakah pengadaan yang dilaksanakan oleh 
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Pusat Kurikulum telah melaksanakan pengendalian internal? Apa saja kendala dan 

kelemahannya? Dan Bagairnanakah sotusinya? 

Penelitian ini dibatasi hanya pada lingkup Pusat Kurikulum yang 

mempunyai hubungan dengan rnasalah yang diteliti yaitu mengenai pengendalian 

intemaL Hal in I dilakukan untuk kemudahan pencarian data dan dokumen. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Peneiitian ini bertujuan uotuk mengetahui penerapan pengendalian internal 

dalam pengadaan barangljasa di Pusat Kurikulum, dan mengevaluasi penerapan 

pengendalian internal daiam pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum 

selanjutnya menemukan kelemahan dan solusi untuk memperbaiki kelemahan 

tersebut. 

1.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode 

deskriptlf kualitatif, yaitu suatu metode penelitian dengan meiakukan ana !isis data 

yang kemudian dide..:;kripsikan secara sistematis, faktuai dan akurat mengenai 

fakta~fakta) sifat, dan hubungan antar kejadian yang dite!iti dengan cara 

mengumpulkan; mengklasifikasikan, menyajikan serta menganalisis data dan 

informasi yang didapat mengenai pengendalian internal di Pusat Kurikulum yang 

kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan. 

1.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Studi pustaka dan 

Penelitian lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan 

mempelajari buku~buku, tulisan ilrniah, catatan-catatan atau faporan tertulis 
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mengenai pengendalian internal, dan ha.l~hal yang mempunyai hubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

Sedangkan Penelitian lapangan dilakukan langsung di Pusat Kurikuium 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dangan menggunakan wawancara. 

Penulis langsung mengadakan tanya jawah dengan pihak-pihak yang berwcnang 

di Pusat Kurikulum untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalarn 

penelitlan ini. 

1.6. Kelemaban Penelitian 

Penelitian ini hanya berdasarkan studi kepustakaan dan analisis dokumen 

di Pusat Kurikulum, serta sedikitnya jumlah responden dan jawaban hasH 

wawancara mengandung unsur subjektif sehingga basil penelitian tidak bisa 

dijadikan acuan pada organisasi lain. 

1. 7. Sistematika Penulisan 

Sistimatika penulisan karya akhir terdiri atas lima bab dengan sistematika 

peoulisan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan menguraikan later belakang, perumusan dan 

pembatasan ~asalah, tujuan penelitian, rnetode penelitian, teknik pengumpulan 

data, dan sistematika penulisan. 

Bab H Landasan teori berisi pengcrtian pengadaan barang/jasa menurut 

teori, dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, serta pengertian pengendalian 

internal. 
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Bah III Gambaran Umum Pusat Kurikulum memberikan informasi 

mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi, scrta pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa di Pusat Kurikulum. 

Bab IV Analisis Komponen Pengendalian Internal di Pusat Kurikulum 

menyaj ikan ana lis is lima komponen pengendalian internal dalam pelak.sanaan 

pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulurn. 

Bab V Kesimpu tan dan Saran berisikan kesimpulan yang diperoleh dari 

basil analisis pembahasan pada BAB IV dan saran untuk Pusat Kurikulum yang 

diharapkan dapat digunakan di instansi inL 
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BABII 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintab 

Pengadaan merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang sudah sejak 

lama dilaksanakan. Hal inl terbukti dengan adanya catatan sejarah mengenai 

pengadaan pemerlntah. Pelaksanaan pengadaaan pemerintah pertama kali 

ditemt~kan di Siria tertulis pada lempengan tanah llat merah, pengadaan ltu 

bertanggal antara 2400-2800 sebelum masehi. Pengadaan tersebut Wltuk 50 botol 

minyak: wangi esensial dengan harga 600 biji~bijian kecil yang ringan. Buktt lain 

dari sejarah pengadaan adalah perkembangan pertukaran sutera antara cina dengan 

koloni yunani pada tahun 800 sebelum masehi. 1 

2.1.1 Pengertian Pengadaan B:arang/Jasa Pemerintah 

Menurut kamus online the free dictionary}, pengadaan 

pemerintahlpenawaran publik adalah pengadaan barang dan jasa atas 

nama otoritas pemerintah. Sedangkan Pengadaan barangzjasa pemerintah 

menurut Schiavo-Campo dan Sundaram adalah Perolehan barang, jasa, 

dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai 

terbaik bagi pemerintah rnaupun masyarakat. 

Sesuai dengan pendapat dari Schiavo-Campo dan Sundaram, 

Ensiklopedia online Wikipedia rnendefinisikan pengadaan pemerintah 

1 Thai, Khi v_ Egblic Proc Re.-exmined. 200 I. 

2 hUp:/!em;ys;loPAAia.thefreedictionary,CQm/Gove.mmm;+procuremenL 2008. 
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sebagai perolehan barang danlatau jasa dengan total biaya kepemilikan 

yang terbaik, dengan kualltas dan kuantitas, waktu dan tempat yang tepat 

sehingga dapat digunakan atau memberikan keuntungan langsung kepada 

pemerintah. Biasanya para pihak diikat dengan kontrak. 

Perpres No.& Tahun 2006 sebagai perubahan keempat Keppres 

No.SO Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka {1) menyatakan yang dimaksud 

dengan pengadaan barangljasa pemerintah adalah: kegiatan pengadaan 

barangljasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan 

secara swaketola maupun oleh penyedia barang/jasa. 

2.1.2. Tujuan Sistcm Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Sistem pengadaan barangtjasa yang dibuat setiap negara 

tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, disesuaikan dengan kondisi 

dan kepentingan masing~masing Negara. Tujuan tersebut biasanya 

terdapat dHandasan hukum pengadaan barang/jasa yang berlaku di 

negaranya. Tujuan dan slstem pengadaan barangljasa menurut Schiavo~ 

Campo dan Sundaram yaitu: 

l) Ekonomis (economy) 

2) Mendorong kompetisi (Fostering competition) 

3) Substitusi impor (Import .substitution) 

4) Penerapan Good Governance (Practising Good Governance) 

5) Melindungi k:epentingan masyarakat (Protecting the interest of 

citizens) 

6) Melindungi lingkungan (Protecting the environment) 
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Sedangkan di Indonesia tujuan pengadaan ba:rangljasa pemerintah 

menurut Pasal 2 angka (2) Keppres 80 Tahun 2003 adalah agar pengadaan 

barangljasa diiakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, 

transparan, adilltidak diskriminatif, dan akuntabel, dengan demtkian tujuan 

penga.daan di Indonesia ladi prinsipnya tidak berbeda dengan pendapat 

dari Shciavo~Campo dan Sundaram. 

2.1.3. Prinsip Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintab 

Prinsip umum merupakan dasar/anutan utama yang harus 

dilaksanakan dalam setiap pengadaan barangljasa oleh pernerintah. Robert 

Jourdain dan Nadia Balgobin (2003) mengemukakan bahwa prinsip umum 

pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain: 

I, Transparansi 

2. Ekonomis 

3. Efisiensi dan tepat waktu (limclines) 

4. KeadJlan (Fairness and equality) 

Jika pdnsip tersebut di atas tidak terpenuhi, mengindikasi 

kemungkinan terjadinya kotopsi atau praktek kecurangan yang blasanya 

d idefinisikan sebaga! penyalahgunaan jabatanlkewenangan atau kesalahan 

dalam mengungkapkan fak:ta. 

2.1.4. Siklus Pengadaan 

Menurut Schiavo-Campa dan Sundaram siklus pengadaan terdiri 

dad tahapan sebagai berikut: 

• ldentifikasi kebutuhan pengguna barangt]asa dan penyiapan proyek 
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ldentifikasi ini terdiri dari penentuan persyaratan dari pengguna 

barang, spesifikasi barangljasa yang akan ditawarkankan1 rnengkaji 

ulang apakah kebutuhan dapat d!peroJeh dibanyak toko, dapatkah 

barang yang akan ditenderkan digantikan dengan barang lain dengan 

kualitas yang sama. dan sebagainya; 

• Penentuan pmsedur pengadaan 

Langkah terpenting dalam pengadaan adalah penentuan prosector 

pengadaan. Karena menentukan apakah penawaran tersebut hanya 

untuk penyedia barang/jasa dengah kualifikasi tertentu, atau untuk 

penyedia barangfjasa skala lokal, atau skala internasional; 

• Proses penawarnn (biasanya diproses dengan prosedur prekualifikasi) 

Untuk pelelangan dengan sistem kompetisi, surat undangan dikirimkan 

kepada penyedia barang..jasa. Surat undangan ini harus 

menspesifikasikan karakteristik ba:rangljasa yang akan disediakan, 

kriteria pemilihan, dan pengaturan tentang pemenang penawaran. 

Harga merupak:an kriteria terpenting dalam penawaran, namun 

bukanlah kriteria dasar. Di banyak kasus, kriteria harga tidak terfalu 

penting dibandingkan kriteria teknik dan kualitas. Pemilihan sistem 

pelelangan dengan harga terendah secara sistematis dapat mengarah 

pada pembeiian barang usang atau barang dengan kualitas rendah. 

Menghindari akibat dari pelelangan ini, biasanya dilakukan kaji ulang 
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melalui dua langkah, yang pertama kualiftkasi teknis, kemudian basis 

biayanya.3 

2.1 ,5, Cata Pelaksanaao Pengadaan 

Cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa menurut Rose-Ackerman4 

terbagi menjadi empat kategori yaitu: 

L Pembelian yang memerlukan penelitian dan pengembangan khusus, 

seperti pesawat tempur disain terbaru; 

2. Pembellan proyek dengan tujuan khusus/kompleks, seperti fasilitas 

bendungan atau bandara yang tidak memerlukan teknologi tinggi 

namun memerlukan keahlian manajerial dan organisasi; 

3. Pembelian produk standar yang dljual di pasar, seperti kendaraan 

bermotor atau per:sedlaan kesehatan; 

4. Versi rertentu dari suatu produk yang dikhususkan, sebenamya 

produk tersebut tersedia di pasar, seperti sistem komput~r khusus 

atau armada mobil palisi. 

2.1.6. Garis Besar Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 

Indonesia 

2.1.6.1.Landasan Hukum 

Landasan hukum sistem pengadaan barangljasa di Indonesia 

diatur melalui Kep1:ftusan Presiden/Peraturan Presiden, dengan 

Peraturan!Ketentuan Operasional seperti misalnya Keputusan maupun 

'Schittvo-Campo. Tommasi, .Qovcrnment Expern:liture, 1999. 

4 Rose-Ackerm11n, S. Corruption and Government: C!!yses, Cooseguences, and Reform. 1999. 
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Surat Edaran Menteri/Pimpinan Lembaga, dalam berbagai keputusan 

serta instruksi lainnya. Proscdur dan pelaksanaannya telah berkembang 

dan mengalami beberapa perhaikan dan penyempurnaan dari waktu ke 

waktu. 

Beberapa ketentuan yang dijadikan landasan hukum yang 

mengatur ketentuan pokok sistem pengadaan barang/jasa. di Indonesia 

selama ini antara lain: 

I) Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1984 

2) Keputusan Presiden No, I6 Tal;un 1994 

3) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 

4) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 

5) Keputusan Presiden No, 61 Tahun 2004 

6) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2005 

7) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005 

8) Peraturan Presiden No. 8 T abun 2006 

Ketentuan pokok pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat 

ini berlaku adaiah Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan beberapa 

perubahan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepres No, 61 Tahun 

2004, Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden No. 

70 T ahun 2005, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 yang merupakan 

perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat atas Kepprcs No. 80 

Tahun 2003 
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2.1.6.2. Para Pibak Dalam Kegiatan Pengadaan Baraog!Jasa 

Para piMk (subjek) yiili1Cterkait"(laf;im kcgiatan pengadaan 

barangljasa pemetintah merupakan pihak yang 

berkepentinganlberwenang dengan pelaksanaao pengadaan 

barangljasa, Para pihak tersebut yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa 

Pcngguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komltmen, Unit Pelayanan 

Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan Pengguna Barang/Jasa. 

Pengguna Anggaran merupakan pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara. Di bawahnya 

terdapat Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat yang ditunjuk oleh 

Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian. 

Kuasa Pengguna Anggaran berhak membentuk Panitia 

Pengadaan atau mengangkat Pejabat Pengadaan. Panit!a Pengadaan 

merupakan tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemillhan penyedia 

barangljasa Jebih dari lima puluh juta rupiah, Sedangkan untuk 

pengadaan barangljasa dengan nilai sampai dengan lima pu!ub juta 

rupiah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran cukup 

rnengangkat Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan. 

Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang diangkat 

oleh Pengguna Anggaran!Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik 

pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 

barang!jasa. 
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Unit Pelayanan Pengadaan sebagai satu unit yang terdiri dari 

pegawai~pegawai yang telah memBiki sertifikat keahlian pengadaan 

barangljasa pemerintah, yang terbentuk oleh Pengguna 

Anggan:m/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus 

untuk melaksanakan pemilihan pcnyedia barangijasa dl lingkungan 

Departemen, jika tidak ada sLaf di departemcn tersebut yang memenuhi 

syarat sebagai Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan. 

Sedangkan Penyedia barang!jasa rnerupakan badan usaha atau 

orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 

bara.ng/layanan jasa dengan mengikuti proses pelelangan yang 

diadakan oleh Pejabat atau Pa:nitia Pengadaan. 

2.1.6.3. Prinsip dan Cara Pengadaan Barangl.fa.sa 

Prinsip-prinsip pengadaan barang!jasa merupakan pedoman 

bagi Panitia pengadaan danlatau pejabat dalam mengetuarkan 

keputusan, ketentuao, prosedur, dan tindakan lainnya. harus didasarkan 

pada nilai-nilai dasar tersebut. Dengan demildan akan dapat tercipta 

suasana yang kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan 

persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara 

dan memenuhi syatat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum 

bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap proses pengadaan barang!jasa, karena hasilnya 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat~ baik dari segi fisik, 

keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi 
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pemerintah sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 

sebagai berikut: 

1) Efisien berarti pengadaan harangljasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan dlam waktu seslngkat-singkatnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

2) Efektif berarti pengadaan barang/jasa. harus sesuai dengan 

kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat 

yang sebesar~besamya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 

3) Terbuka dan bersalng berarti pengadaan barangljasa harus terbuka 

bagi penyedia barangt)asa yang memenuhi persyaratan dan 

dliakukan me!alui persaingan yang sehat di antara penyedia 

barang/jasa yang setara dan memenuhi syarattcriteria tertentu 

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 

4) Transparan berarti semua ketentuan dan informasl mengenai 

pengadaan barangljasa, tennasuk syarat teknis administrasi 

pengadaan, tata. cara evaiuast. hasil evaJuasi, penetapan calon 

penyedia barangljasa, sifat terbuka bagi peserta penyedia 

barangljasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada 

umumnya; 

5) Adilltidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama 

bagi sernua calon penyedia barangljasa dan tidak mengarah unluk 

mernberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau 

alasan apapu; 
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6) Akuntabel berarti harus rnencapai sasaran baik fisik, keuangan 

maupun manfaat bagi k:elancaran pelaksanaan tugas umum 

pemerlntahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip~ 

prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. 

Sedangkan Pengadaan banmgljasa pemerintah di Indonesia dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan penyedia barangljas:a atau 

swakeloia. Arti dad menggunakan Penyedia Barang/J as a adalah 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa setelah 

melalui proses pemilihan baraugljasa dengan metode pemilihan yang 

ditentukan. Sedangkan swaketota adaJah pekeljaan yang dilaksanakan 

sendiri oleh pengguna barangljasa, atau dikuasakan kepada instansi 

pemerintah bukan penanggung jawab anggaranlkelompok 

masyarakatllembaga swadaya masyarakat (LSM). 

2.1.6.4. Metod& Pemilihan Penyedia Barang!Jasa 

Metode pemiHhan penyedia barang!)asa secara umum yang diatur 

di Indonesia adalah Pelelangan umum, Pelelangan terbatas, Pernilihan 

langsung. dan Penuqjukan Jangsung. 

Pelelangan umum merupakan suatu metode pemillhan penyedia 

barangljasa yang dilakukan se<::ara terbuka dengan pengumuman secara 

luas sekurang~kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat 

kabar provinsL Sedangkan Pelelangan terbatas adalah suatu metode yang 

dlgunakan jika jumlah penyedia barang(jasa yang mampu melaksanakan 

diyakini terbatas dan untuk perkerjaan yang kompleks. Cara 

pelaksanaanya adalah dengan diumumkan secara luas sekurang-
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kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu sural kabar provinsi 

rlengan mencantumkan penyedia barangljasa yang mampu. guna 

mernberi kesempatan kepada penyedia barangtjasa lainnya yang 

memenuhi kuallfikasi. 

Pernilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia 

barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak­

banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya tiga penawaran dari 

penye<lia barangljasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan 

negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan melaiui 

papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila 

memungkinkan me!alui internet. Sedangkan Penunjukan langsung 

merupakan metode penunjukan langsung terhadap satu pcnyedia 

barangljasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya 

sehingga diperoleh harga yang wajar dan secra teknis dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2.2. Pengendalian Internal 

2.2.1. Pengertian Pengendalian Internal 

Internal control {IC) terdiri darl 2 kata, yaitu Internal dan Control. 

Internal memiliki arti sebagai sesuatu yang berhubungao dengao suatu 

struktur organisasi. Sedangkan kata control mem!Jiki arti untuk 
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mengendalikan agar kesalahan yang terjadi tidak sampai merusak.5 Sedang 

menurut INTOSAI, arti kata control adalah: 

• Mengurangi sumber daya yang digunakan untuk kegiatan, dengan tetap 

mendapatkan kualitas yang memadai (INTOSAI auditing standards) 

• Akuisisi di waktu yang tepat dengan penggunaan biaya, sumber daya 

manusia, dan material termurah yang sesuai baik kualitas dan 

kuantitasnya (glossarium)6 

Thomas Jefferson University mendefinisikan pengendalian internal 

sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, 

dan personillainnya, yang dibentuk untuk memberikan keyakinan memadai 

untuk mencapai tujuan dengan kategori sebagai berikut: 

1. Efektifitas dan efisiensi kegiatan; 

2. Laporan keuangan yang memadai; 

3. Ketaatan pada Hukum dan peraturan yang berlaku. 

Internal Control selanjutnya disebut Pengendalian Internal menurut 

Comitee of Sponsoring Organization (COSO) adalah suatu proses yang 

dipengaruhi oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya, 

yang dibenruk untuk memberikan keyakinan yang memadai akan 

tercapainya tujuan dengan kategori sebagai berikut: 

• Efektifitas dan efisiensi kegiatan; 

5 Rool,J. Beyond COSO Intern Contralto enhance comorate governance. 1998. 

6 lNTOSAI, Guidelines For Internal Control Standards For The Public Sector. 2004. 
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• Laporan keuangan yang memadei; 

• Ketaatan pada Huk:um dan peraturan yang berlaku 1, 

Menurut The American tnstitute of Certified Public Accountant 

(AICPA), pengendalian internal adalah rencana dari suatu organlsasi, dan 

seluruh metode dan pengukurari yang dladopsi dalam suatu urusan, untuk 

menjaga asset, memeriksa k:eyakinan data keuangan, meningkatkan 

efisiensi operasional, dan menguatkan ketaatan pada kebijakan manajerial. 

(AU Section 320.08) 

Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tem:.ang Peiaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Pengendalian internal 

sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang djciptakan 

untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, 

efisiensi, ketaaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

dan keandalan penyajian Japoran keuangan pemerintah,8 

Suatu sistem pengendalian Internal yang paling efektif hanya dapat 

memberikan keyakinan yang memadai (tidak mutlak). karena hanya dapat 

mengurangi kemungkinan tidak tercapainya tujuan organisasi, Hai ini 

disebabkan karena pengendalian internal bergantung pada keterbatasan 

faktor manusia dan sumber daya, seperti kekurangan ketika mendisain 

sistern, satah membuat keputusan! salah menginterpretasi/salah pengertian, 

melakukan kecerobohan, karena kelelahan, adanya gangguan, terjadi kolusi 

1 
Tunggal, Amin W. COSO Based Budgeting, 2000. 

£ pp 8. 2006, 
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dan penyalahgunaan. Hal ini menyebabkan pengendaljan internal memiliki 

keterbatasan bawaan (inheremlimitations). 

Keterbatasan bawaan dari pengendalian internal yang akan relap 

muncul dalam pengendalian yang efektif sekalipun, menurut J.L. 

Boockholdt 9 dalam bukunya tentang keterbatasan bawaan dari suatu 

pengendalian internal yaitu: 

a. Kekeliruan muncul ketika pegawai membuat penilaian yang salah atau 

kehilangan konsentrasi tcrhadap pekerjaannya, Penilaian yang keliru 

menghasilkan keputusan yang salah dan hasil dari pelatihan yang tidak 

memadai menyebabkan kurangnya pengalaman, atau kurangnya 

pengetahuan. Sedangkan kehiiangan konsentrasi yang disebabkan oleh 

kelelahan, gangguan dari Iuar, atau terlatu banyak bekerja 

mengakibatkan keridakhati-hatian, 

b. Kolusi rnuncul ketika dua atau lebih pegawai berkonspirasi untuk 

meJakukan pencurian dari majikannya. Walau akuntan dan manajer 

mengetabut hal tersebut, namun jika kolusi terjadi, pengendalian yang 

ada tidak akan efektif untuk mencegah hal tersebut; 

c. Pengabaian manajemen seperti halnya kolusi, tidak dapat dicegah. 

Bentuk dari pengab.aian managcmen antara lain berupa pembatasan 

pada setiap prosedur pengendalian internal yang telah dibentuk dengan 

baik. 

" BQOckholdL A_ccounting Jpfpmu!l\pn $y.s1em. :5"' Edition, 1999. 
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Penulis memitih COSO sebagai panduan dalam penulisan studi 

kasus pengendalian internal di Pusat Kurikulum untuk mengevaluasi 

dokumen dan mengujl kecukupan pengendaHan internal dari sebuah 

stuktur organisasi, sebab Internal Control~Integrated Framework dari The 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO 1992) adalah alat yang 

paling luas digunakan, Campbell et al. (2006) mempertahankan bahwa 

COSO framework merupakan standar untuk panduan pengendalian 

1ntemal10
• 

2.2.2 Komponen Pengendalian ln1ernal 

Satu~satunya elemen yang esensial dalam sebuah control system 

yang efektif tetdiri dari lima komponen.n Lima komponen Struktur 

PengendaJian Internal menurut COSO ialah sebaga:i berikut 

I) Lingkungan Pegendalian, 2} Penilaian Resiko, 3) Aktivitas 

Pengendalian, 4) Komunikasi dan lnfonnasi, dan 5) Pengawac;an. 

Hubungan kelima komponen tersebut dapat dilihat pada gambar 

bcrikut. 

111 Savage, Arline. ~!2f lnformatiPn S:,·~. Sarasota: Spring. VoL 22,lss. I; pg. 63, 
2008. 

11 Grnham, L. Internal Controls. 2007, 
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Gambar 1. Bagan Komponen~komponen pengendalian internal dari COSO 

" 
Pada tahun 1992 The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO) mengembangkan Integrated 

Framework- PengendaHan Internal (Framework COSO), terdiri dari lima 

kornponen yang saling terkait dan sama pentingnya. Empal kornponen 

berkaitan dengan sistem disain dan operasional pengendalian internal. 

Kornponen tadi yaitu lingkungan pengendalian, penilaian re~iko. 

pengendalian resiko, dan informasi dan komunikasL Komponen kelima 

yaitu monitoring didisain untuk memastikan bahwa pengendaHan internal 

tetap berjaian secara berkelanjutan dengan efektif. 

)l COSO, Jntrmml Control-Integrated Fralf1i!work, Guidance en Moffltoring !merna! Control 
System volume !/-Guidance (e:xpcsure drtifl). :W08. 
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Di dalam bukunya, Sugiarto 13menggambarkan lima komponen 

yang saling berhubungan dengan pengendalian internal: 

Tabel I. Lima Komponen dalarn Model Pengendalian Internal COSO 

Komponen J 

Lingkungan 

Pengendalian 

Deskripsj 

Lingkungan pengendalian perusatman mencakup sikap 

para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya 

pengendaiian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan 

pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen 

tunggal dalarn persekutuan atau manajemen bersama 

dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen 

(manajemen yang progresif atau yang konservatif), 

struktur organisasi (terpusat atau terdesentralisasi) serta 

praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat 

penting karena menjadi dasar keefektifan unsur~unsur 

pengendalian internal yang lain. 

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandardisasi Aktivitas 

Pengendalian 
: proses keija sehingga menjamin tercapainya. tujuan 

L.-----~ I perusahaan dan :encegah atau mendeteksi terjadinya 

u Sugiarto, Penfm!!tar Akuntansi, Pusat Pcnerbitan Unlversitas Terbt!ka, 2002. 
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ketidakberesan dan kesalahan. Prosedur pengendalian 

meliputi hal-hal sebagai harikut: 

• Personil yang kompeten. mutasi tugas dan cuti 

wajib. 

• Pelimpahan tanggungjawab. 

• Pemisahan tanggungjawab untuk keglatan terkait. 

• Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan 

I operasional. 

Semua organisasi memiliki resiko, dalam kondisi apapun 

yang namanya resiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik 

' l aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non 

profit) maupun non bisnis. Suatu resiko yang telah di 

identifikasi dapat di anal isis dan evaluasi sehingga dapat di 

perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat 

meminimalkannya, 

Informasi dan Informasi dan komunikasi merupakan elemen~elemen 1 

Komunikasi 
yang penting dari pengendalian internal perusahaan. 

Infurmasi tentang lingk:ungan pengendaiian, penilaian 

reslko, prosedur pengendalian dan monitoring dlperlukan ! 
oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan 

menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan 

peraturan~peraturan yang berlaku pada perusahaan. 
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jlnforrnasi juga diperlukan dart pihak luar perusahaan. 

Ma.najemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk 

menllai standar ekstetnal. Hukum, peristiwa dan kondisi 

' 
yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan 

pelaporan ekstemal. 

Monitoring! Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan 

Pemantauan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas 

pengendalian. Pengendalian internal dapat di monitor 

1 dengan baik dengan care. peniiaian khusus atau sejalan 

dengan usaha rnanajemen. Usaha pemantauan yang 

terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku 

karyawan a tau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh 

sistem akuntansi. 

Penilaian secara khusus biasanya diJakukan secara berkala , 

saat terjadi .perubahan pokok dalam strategi manajernen 

senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha, Pada 

perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang 

bertanggung jawab atas pemantauan sistern pengendalian 

internal. Auditor independen juga sering melakukan 

penilaian atas pengendalian internal sebagai bagian dari 

auditor atas laporan keuangan. , 

'-------'------------_j 
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Rincian komponen struktur pengendalian internal adala.h sebagai 

berikut 

1. Lingknng:an Pegendalian (Control Environment} 

25 

Lingkungan pengenda[ian merefleksikan keseluruhan sikap, kesadaran 

dan tindakan yang dilakukan oleh dewan direktur, manajemen, dan pihak 

lain yang berkepentingan dengan pengendalian internal. Lingkungan 

pengendaJian yang baik merupakan dasar dari semua standar, Menurut 

GA0 14 L!ngkungan Pengendalian adalah manajemen dan pegawat yang 

harus membuat dan mempertahankan keseluruhan lingkungan organisasi 

yang mengatur perilaku yang positif dan mendukung terhadap 

pengendalian internal dan kesungguhan managemen. 

Beberapa hal menurnt GAO yang mempengaruhi lingkungan 

pengendalian ialah sebagai berikut. 

1) Integritas dan nilai etika dari karyawan dan manajemen 

Integrltas dan etika seharusnya dikoordinasikan dengan baik kepada 

seiurnh pegawai di organisasi dalam bentuk prinsip dalam­

mernatuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Manajemen 

memegang peranan penting dalam menciptakan etika organisasi dan 

memberikan contoh etika yang baik. khususnya dalam menyusun 

dan mempertahankan irama etika organisasi, menyediakan petunjuk 

petilaku yang tepat, rnenghilangkan gejala-gejala tiogkah Jaku yang 

tidak etis, dan menentukan kedisiplimmjika diperlukan. 

14 
GAO, Standards for lnteTft!ll Control In Tbe federal Goyemmen_i.l999. 
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2) Komitmen manajemen terhadap kompetensi 

Setiap staf harus ditempatkan berdasarkan kompetensi yang 

dimilikinya. Oleh karena itu setiap staf harus memillki dan 

mempertahankan suatu tingkat kompetensi di mana setiap staf dapat 

melaksanakan tugas yang diembannya, sehingga mengerti betapa 

pentingnya pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal 

yang baik, Manajemen juga harus mengidentifikasi pengetahuan 

dan keterampilan yang sesuai yang dibutuhkan untuk berbagai 

pekerjaan dan mengadakan training, pencalonan dan bimbingan 

konsellng. serta penilaian kinerja. 

3) Filosoti manajemen dan gaya operasional organisasi 

Fi!osofi dan gaya kepemimpinan menentukan bagaimana cara 

mengefola suatu organisasi, termasuk jenis resiko yang signifikan 

dimiliki. Selain itu hal yang berpengaruh bagi pengendalian internal 

adalah sikap manajemen terhadap sistem informasi. akuntansi, 

fungsi personil, monitoring, audit, dan evaluasi. 

4) Struktur Organisasi 

Kerangka kerja manajemen untuk perencanaan. pelaksanaan. dan 

pengawasan untuk mencapai mencapai rujuan organisasi 

ditunjukan dalarn stn1ktur organisasi. Disini dijelas.kan 

kewenangan dan tanggung jawab masing~masing staf dan 

hubungannya yang sesuaL Struktur organisasi yang tepat 

diharapkan dapat menunjang transparansi, independensi, 

akuntabilitas. 
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5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab 

Cara unit keJja mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab 

melalui organisasi. Pendelegasian ini mencakup kewenangan dan 

tanggung jawab dalam meJaksanakan tugas, pemberitahuan 

hubungan., dan autorisasi. 

6) Kebijakan sumberdaya manusia dan peiaksanaannya 

Meliputi kegiatan yang sesuai untuk rnerekn.lt, oricntasi, training, 

evaluasi, bimbingan, promosi. kompensasi) dan mendisiplinkan 

personil, serta tennasuk menyediakan jumlah supervisi yang 

memadai. 

Pada lingkungan pengendalian yang balk, kepala unit kerja dan 

rnanajemen haros memajukan dan mendukung pengendalian internal 

karena mereka sangat berperan. 15 

2. Penilaian Resiko {Risk Assessment ) 

Setiap organisasi selalu berhadapan dengan resiko dalam semua 

kegiatan. Oleh karena itu pengendalian internal harus menyediakan 

sebuah penilaian resiko, baik resiko dari dalam maupun dari luar. 

Penilaian resiko yang dimaksud adalah proses [dentifikasi dan analisis 

risiko yang relevan yang dapat menghamhat pencapaian tujuan secara 

keseluruhan dan tujuan unit organisasi dan perencanaan dalam 

menentukan bagaimana mengelola risiko terSebut. Manajemen tingkat 

atas harus ikut serta langsung dalam penilaian risiko. 

11 PP &.2006 
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Penilaian Resiko sebaiknya dllakukan secara periodik dan 

manajemen harus meni!ai resiko yang mengancam akuntabilitas. 

Manajemen perlu secara komprehensif mengidenrifikasi resiko dan 

seharusnya mempertirnbangkan semua interaksi dengan 

mempertimbangkan faktor~falctor internaL Metode identifikasi resiko 

diantaranya aktivitas merangklng resiko secara kualitatif dan kuantitatif, 

konferensi manajemen, merancang dan perencanaan strategis, dan 

mempertimbangkan temuan~temuan dari audit dan penifaian Jain. 

Pengendalian internal merupakan upaya mengatasi resiko. IIA's 

Vincenti mengatakan internal auditor menilai efek:tifitas dan efisiensi 

internal kontrol, namun penilaian tersebut relatif hanya untuk level resiko 

yang diinginkan oleh managemen tingkat atas. Sehingga menjadi 

tergantung pada manajemen untuk menetapkan tingkat resiko seperti apa 

yang dapat direrirna. Selain itu auditor internal dari dalam organisasl 

· akan Iebih dapat menilai irama pada level teratas karena mereka saksi dan 

bekerja dikantor tersebut setiap hari, tidak hanya kunjungan sekali~kali ke 

kantor atau melalui survey terhadap tingkah laku karyawan.16 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian merupakan sekumpulan kebijakan dan 

prosedur yang dibuat manajemen untuk mengurangi efek dari resiko yang 

diidentifikasL Aktivitas pengendalian internal membantu menjamin 

16 Cheney, G. The lnvestmsmtJ)ealers' QjgcsL: !DD. 2008. 
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hahwa petunjuk manajemen sudah dila.ksanakan secara efektif dan eftSien 

dalam melaksanakao tujuan pengendalian. 

Aktivitas pengendalian merupakan bagian integral dari 

perencanaan, implementasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

karyawa.n terhadap sumberdaya pemerintah dan pencapaian hasH yang 

efektif dan dilaksanakan di semua tingk.atan dan fungsi entitas. Termasuk 

didalamnya aktivitas seperti persetujuan, autorisasi, verifikasi, 

rekonsiliasi. iaporan kinerja, pemeliharaan keamanan, pemeliharaan 

rekaman yang terkait, yang menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sesuai 

dokumennya. Aktivitas pengenda1ian dapat diklasifikasikan dengan 

tujuan pengawasan khusus. seperti menjamin kelengkapan dan ketepatan 

proses informasi. 

4. Informasi dan komuoikasi (Information and Communication) 

Serangkaian prosedur fonnal pengumpulan data, k:emudlan 

diproses menjadi infonnasi dan didistrlbusikan ke para pengguna initah. 

disebut dengan sistem infonnasi. Sistem infonnasi menerima input, yang 

disebut transaksi> yang akan dlkonversikan melalui berbagai proses 

menjadi infonnasi output, yang akan diberikan ke pengguna. Transaksi 

terbagi du~ yaitu transaksl keuangan dan nonkeuangan.L7 

lnformasi tenta.ng organisasi yang relevan harus diidentlfikasi dan 

dikomunikasikan kepada pihak yang terkait, untuk memastikan 

pelaksanaan peketjaan secara efektif. bentuknya berupa pertemuan, 

memorandum, kebijakan, prosedur manual dan laporan manajemen. 

11 Hall, J .A. S!_stem lnformasi Akun!ansj. 2007, 
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Informasi dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan piha:k lain 

dalam entitas yang membutuhkannya. Komunikasi harus relevan, andal 

dan secara periodik, baik internal maupun ekstem. lnformasi dibutuhkan 

untuk rnencapai semua tujuan. 

Komunikasi dalam organisasi baik vertikal dan horizontal harus 

berjalan dengan efektif . Pada kornunlkasi internal, manajemen harus 

menjamin kecukupan memperoleh lnformasi1 serta pemangku 

kepentingan ckstemal yang berdampak signifikan terhadap pencapaian 

tujuan organisasi. Lebih jauh lagi, manajemen teknologi informas[ yang 

efektlf ada!ah sesuatu yang penting untuk mencapai manfaat, 

kepercayaan, dan keberlangsungan rekaman dan mengomunikasikan 

informasi. 

Dalam komunikasi dan informasi yang baik, manajemen barus 

mcmbuat sistem informasi dan komunikasi yang memperbolehkan 

dokumentasi dan komunikasi pemanfaatan informasi oleh pihak terkait 

5. Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan harus dilaksanakan untuk mengukur efektivitas 

pengendalian internal yang dilaksanakao oleh suatu organisasi sepanjang 

waktu. Hal itu dapat dilaksanakan dengan cara terus menerus atau 

evaluasi secara periodik, Pengawasan diperlukan 1.mtuk melihat apakah 

pengendalian intenal telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah 

diperbaiki sesuai dengan keadaan. 

Pengawasan dalam pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan 

prosedur untuk menjamin bahwa temuan-temuan audit dan laporan 'ain 
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dapat ditindaklanjuti secara tepat. Manajer seharusnya: segera 

rnengevaluasi temuan-temuan dan laporan lain; mendeterminasi k:egiatan 

yang tepat sebagai respon terhadap ternuan~temuan dan rekomendasi­

rekomendasi dari audit dan laporan-laporan; secara komprehensif 

membangun time[ramei semua kegiatan yang harus diperbaiki. Dalam 

pengawasan yang baik, manajemen secara teratur mengevaluasi struktur 

pengendalian internal dan rnenjamin keterlaksanaannya, 18 

IS pp 8.2006, 
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BABIIT 

GAMBARAN UMUM PUSAT KURIKULUM 

3.1. Profit Umnm Pusat Kurikulum 

Pusat Kurikulum merupakan salah satu pusat di 1ingkungan Badan 

Penelitian dan Pengembanga:n Departemen Pendidikan Nasional. Dalam 

menjalankan tugasnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona1 

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Penelitian dan Pengcmbangan Departemcn Pendidikan NasionaL 

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional 

dipimpln oleh seor:ang Kcpala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri. Badan ini merupakan entitas pelaporan yang terrliri dari 

Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Ke-bijakan dan Inovasi Pendidikan, Pusat 

Kurikulum, Pusat Statistik Pendidikan, dan Pusat Penilaian Pendidikan. 

Sekretarlat Badan bertugas melaksanakan pe1ayanan teknis dan 

admjnistratif serta penyiapan bahan pembinaan dan koordlnasi pe!aksanaan tugas 

unit organisasi di lingkungan badan. Sedang Pusat Penelitian Kebijakan dan 

lnovasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 

pengembangan kebijakan pendidikan. 

Pusat Statistik PendidJkan mempunyai tugas melak:sanakan pengelolaan 

data dan informasi serta statistik pendidikan. Sedangkan Pusat Penilaian 

Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sistem penilaian pendidikan. 

Sedangkan Pusat Kurikulurn se<:ara umum mernpunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan 

standar proses, pengembangan kurikulurn, serta sarana dan prasarana 
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pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan rnenengah, pendidikan 

nonfonnal, dan pendidikan khusus. 

L Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Pusat Kurikulum 

menyelenggarakan fungsi: 

I) Penyiapan bahan kebijakan bagi pengembang:an standar isi dan standar 

proses 

2) Pengembangan model dan lnovasi kurikuium; 

3) Pengembangan model sarana dan prasarana pembelajaran; 

4) Pelayanan profesional pengembangan kurikulum, silabus, dan 

pembelajaran; 

5) Pernantauan penerapan standar isi dan standar proses; dan 

6) Pe!aksanaan urusan ketatausahaan Pusat. 

2. Visi: 

Menjadi institusi layanan profesional pengembangan kurikulum dan sarana 

pendukung pembeJajaran yang unggul dan kompetitif. 

l. Misi 

1) Mefakukan pengembangan model-model kurikutum dan sarana 

pendukung pembelajaran. 

2) Melakukan bantuan profesional pengembangan kurikufum dan sarana 

pendukung pembelajaran 

Pusat Kurikufum adafah unsur pelaksana tugas pokok tertentu Departemen di 

bldang kurikulum. Pusat Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada 

Universitas Jndonesia 

Aspek Pengendalian ..., Nina Purnamasari, FEB UI, 2009



34 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan 

Penelitian dan Pengernbangan Pendidikan. Lingkup Iayanan dan produk yang 

dihasilkan dari pelaksanaan kegiataan strategis Pusat Kurikulum adalah Iayanan 

prafesional pengembangan kurikuium tlngkat satuan pendidikan yang meliputi 

dua pilar kegiatan, yaitu: 

a. Pengembangan model~model kurikulum tingkat satuan pendidikan; dan 

b. Bantuan profesional pengembangan dan implementasi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan. 

Sesuai dengan kegiatan strategls tersebut. Pusat Kurikulum melaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

A. Pengembangan Model~model Kurikulum 

Hingga saat ini Pusat Kurikulum telah menghasilkan beberapa model 

kurikulum, antara lain: 

a. Model pembelajaran tematik; 

b, Model pembelajarnn IPA terpadu; 

c. Model pembelajaran IPS terpadu; 

d. Model pengembangan pengembangan diri; 

e. Model pengembangan muatan lokal; 

f. Modei pembelajaran dengan visi dan pendekatan SETS (science, 

environment, technology, and society). 

B. Bantuan Profesional Pengembangan KTSP 

a, Bimbingan dan Bantuan Teknis lmplementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi; 

b. l'engembangan Jaringa.n Kurikulum; 
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c. Sosialisasi dan Publikasl Pengembangan Kurikulum; dan 

d. Pemantauan lmplementasi Kurlkulum. 

3.1.1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Pusat Kurikulum 
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3.1.1. Struktur Organis.asi Pusat Kurikulum 

Strnktur Organisasi Pusat Kurikulum 
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3.1.2. Tugas dan Fungsi Pnsat Kurikn!uru 

Deskripsi Uraian tugas dan fungsi struktural Pusat Kurikulum mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 4{) tahun 2006 sebagai berikut: 

1) Bidang Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan standar proses. 

pengembangan kurikulum serta sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan 

dasar. 

2) Bidang Kurikulum Pcndidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan standar proses, 

pengernbangan kurikulum serta sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan 

menengah. 

3) Bidang Kurikulum Pendidikan Pendidikan Khusus mem.punyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bagi pengembangan standar jsi dan 

standar proses, pengernbangan kurikulum serta sarana dan prasarana pada jenjang 

pendidikan kbusus. 

4) Bidang Kurikulum Pendidikan Nonformal mempunyai tugas rnelaksanakan 

penyusunan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan standar proses, 

pengembangan kuriknlwn serta sarnna dan prasarana pada jenjang pendidikan 

nonforrnal. 

5) Bagi:an Tata Usaha rnempunyai tugas melakukan urusan perencanaan. persuratan, 

kepegawatan, keuangan, dan kerurnahtanggaan. 

Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan, mernpunyai tugas melakukan 

urusan perencanaanl kepegawaian dan keuangan; 
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b. Subbagian Rumahtangga, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, 

kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dan keprotokolan. 

3.2. Pengadaan di Pusat Kurikulum 

Berbagai program dan kegiatan Pusat Kurikulum yang telah dituangkan dalam 

Rencana Kerja Tahunan salah satunya adalah Pengadaan Barangljasa dengan Nilai Kontrak 

RpA34.4!2.000,00 dan PAGU anggaran Rp.899.076.000,00. Berdasarkan PAGU anggaran 

inl, Pusat Kurikulum menyusun strategi kerja berupa kebijakan dan prosedur yang disusun 

dengan diketuai oleh Kepala Pusat Kurikulum sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. 

Penunjukkan Kepala Pusat Kurikulum sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam 

pengadaan barangljasa didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembengan Pendidikan Nasional (Balitbeng) yang menyatakan bahwa Kepala Pusat 

Kurlkulum sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa di Lingkungan 

Pusat Kurikulum. 

Alur sistem pengadaan di Pusat Kurikulum sebagai berikut: 
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L T ahap Persiapan 

. .. .. ' . .. 

m•u•••m•··~,~ 
...;;...· " 

I 
Perencanaan Pembiayaan 

-
Pembentukan Panitia Pengadaan, dan 

Panitia -------------+- Panitia Penerima Barnngljasa 

-
Metode: PelelanganUmum 

Penetapan Sistem ---------------· Evaluluasi: Pascakualifikasi 

t 
6 ~ulan: Feb~~:::;a·l Penyusunan Jadual -------------+ 

Pelaksanaan 

Penyusunan HPS --------------~ 
Harga setempat, Harga 
Pabrikan, Nilai Kontrak 

Penyusunan -- .... u u .... ~ 1 ~:n~ana i~~ dan Syam~"' I 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pemilihan Penyedia --------------~ 
Pengumuman 

I Pendaftaran dan Pengambitan Dokumen I 
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I 
Pernasukan Penawaran 

~ 
Pembukaan Penawaran 

+ 
Evaluasi Penawaran 

~ 
Usulan Pemenang 

~ 
Pengumuman Pemenang 

+ 
Surat Keputusan 

Penunj ukan Pemenang 

------------~E~-~ ... ; --· Penyusunan Surat Perjanjian 

I 

''- '" " ' - ~ . --- ,, ' .. 
Berita Acara Serah Terirna 

Pelaksanaan Kontrak 
----~------+ Barang 

Garnbar 3. Alur Pengadaan Barang/jasa di Pusat Kurikulum 

3.2.1. Persiapan Pengadaan 

1. Perencanaan Pcngadaan Barang/Jasa Yang Di!aksanakan Penyedia Barang/Jasa 

a. Pcmaketan Pekeijaan 

Pengadaan yang di!aksanakan oleh Pusat Kurikuhnn merupakan pengadaan 

yang sederhana, dimana baran&'jasa yang ditenderkan merupakan barangljasa 
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3.2.1. Persiapan Pengadaan 

L Pereneanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Penyedia 

Barang/Jasa 

a, Pemaketan Pekerjaan 

Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum rnerupakan 

pengadaan yang sederhana, dimana barangljasa yang ditenderkan 

merupakan barang/jasa yang banyak terdapat dipasaran dan niHainya 

tidak besar, Oleh karena itu Pejabat Pernbuat Komitmen di Pusat 

Kurikulurn tidak membuat pemaketan pengadaa.nl dengan tetap 

memberikan keserbpatan bagi t1saha kecil termasuk koperasi kecil, 

tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kualitas dan kemarnpuan teknis 

usaha kecil tennasuk koperasi kecil, serta mengumumkan secara luas 

pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses 

pemilihan penyedia barang/jasa dimulai. Hal ini dapat dilihat pacta 

pengumuman pelelangan yang di muat di Harian Republika tanggal 17 

April 2007 halaman 21 kolom 5-6 dan Papan Pengumuman Pusat 

Knrikulum 

b, Jadual Pelaksanaan Pekeljaan 

Pekerjaan pengadaan Komputer, Notebook, Printer, dan LCD 

Proyektor untuk keperluan Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan 

Nasional direncanakan mulai pada Bulan Februari 2007 dan selesai 

pada Bulan Agustus 2007. 
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c. Biaya Pengadaan 

Biaya pelaksanaan pekerjaan Komputer, Notebook, Printer, dan LCD 

Proyektor dibebankan pada DIP A Badan Penelitian dan Pengembangan 

Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2007. Nilai PAGU 

anggaran dari kegiatan ini daiam DIP A sebesar Rp.899.076.000,00 dan 

Nilai Kontrak pengadaan barangijasa ini sebesar Rp.434.412.000,00. 

Kebijakan alokasi ditentukan sebagai berikut: 

• Komputer sebanyak: 30 unit dengan total alokasi biaya 

Rp.23 7 .939.000,00; 

• Notebook sebanyak 4 unit dengan total alokasi biaya 

Rp.73.474.400,00; 

• Printer sebanyak 8 unit dengan total aiokasl biaya 

Rp.28.183.600,00 

• LCD Proyektor sebanyak 3 unit dengan total alokasi biaya 

Rp.55.320.000,00 

2. Pembentukan Panitia Pengadaan!Penunjukan Pejabat Pengadaan 

Pengadaan dilaksanakan dengan pembentukan Panitia Pengadaan oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 

No.007/G/Kep/2007, Tangga!S Februari 2007. Jumlah Panitia Pengadaan 

adalah lima orang yang terdiri dari tiga orang staf Pusat Kurikulum dan 

dua orang staf Balitbang. Sedangkan untuk Panitia Penerimaan dan 

Pemeriksaan Ba:rang Hasil Pengadaan Barang/jasa berdasarkan Surat 
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Keputusan No.OO&/G/Kep/2007, Tanggal 5 Pebruari 2007. Penitia ini 

terdiri dari Hma orang terdiri dari empat orang staf Pusat Kurikulum dan 

salu orang staf Balitbang. 

3. Penetapan Sistern Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang!Jasa 

Penetapan sistem pengadaan baranwjasa di Pusat Kurikulum ditentukan 

oleh Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan masukan yang diberikan 

oleh Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan dalam mengusulkan metoda 

pengadaan dengan mempertimbangkan jenis~ sifat, dan nilai barang/jasa 

serta kondisi lokasi, dan jumlah penyedia barang/jasa yang berkompelensi. 

Penentuan metoda pemilihan penyedia bar.mgljasa sangat penting karena 

jika terjadi kesalah menetapkan metoda akan mengakibatkan keresahan 

berupa tuduhan kolusi) korupsi, nepotisme, dan mengada-ada. Oleh karena 

itu panitia _pengadaan dalam memberikan rekomendasi metode pernilihan 

penyedia barangljasa disertai dengan alasan yang kuat Usulan panitia 

pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikul: 

a. Metoda Pemilihan Penyedia barang/jasa 

Metoda yang digunakan untak memilih penyedia barang/jasa melalui 

pelelangan umtun, karena pengadaan barang/jasa yang dilaknkan 

ada!ah pengadaan yang sederhana 

b. Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran 

Metoda evaluasi penawaran menggu.nakan pasca kualifikasi karena 

pengadaan yang dilaknkan adalah pengadaan barang yang banyak 

ditemukan di pasaran, 
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4. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan 

Tabel 2. Jadual Pelaksanaan Pengadaan Barang!Jasa Di Pusat Kurikulum 

No Kegiatan Tanggal Nomor 

1 Surat Keputusan Pengangkatan 5 Feb 2007 007/GIKep/07 

. 
Panitia Pengadaan 

2 Sural Keputusan Pengangkatan 5 Feb 2007 008/GIKep/07 

Panitia Pemeriksa dan Penerima 

3 Rencana Keija dan Syarat-syarat 10 April 2007 4071/03/Komll 

V/07 

4 Pengumuman di Koran Republika 17 April 2007 4471/GJIKom/l 

dan Papan Pengumuman di Pusat I V/07 

J Kurikulum 

5 Pendaftaran dari pengambilan 18-23 April -
dokumen 2007 

6 Rapat dan Berita Acara 24 April 2007 47021G31Komll 

penjelasanl Aanwijzing V/07 

7 Pemasukan surat penawaran 25-26 April -

2007 

8 Rapat dan Berita Acara Pembukaan 27 April 2007 5022/G31Kom/V 

surat penawaran 107 

u=arga penawaran 30 April 2007 5061/G31Kom/V 

/07 

-
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10 Usulan calon pemenang kepeda 2 Mei 2007 5063/GJ/Kom!V 

Pejabat Pembuat Kornitmen 107 

II Pengumuman pemenang 4 Mei 2007 5183/G3/Kom!V 

107 

12 Sural Keputusan Pejabat Pembuat 14 Mei 2007 55421G3/Kom!V 
I 

Komitmen tentang Pemenang /07 

Pengadaan Barang/jasa 

13 Sura! Perjanjian Pelaksanaan 14 Mei 2007 5543/G3/Kom!V 

Pekerjaan Pengadaan Barangljasa 107 

14 Surat Perintah Mulai Kelja 14 Mei 2007 5544/G31Kom!V 

/07 

fts- Pemeriksaan dan Penerirnaan barang 4 Juni 2007 6327 /GJ/Kom!V 

107 
' 

16 Serah terirna Pejabat Pembuat 9 Agustus 2007 193l!G3/LU07 

Komitmen kepada Pengguna Barang 

5. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) 

HPS disusun dengan memperhitungkan PPN dan biaya umum serta 

kewltungan dengan menggunakan data dasar dan mempertirnbangkan: 

a. Harga pesar setempat peda waktu penyusunan HPS; 

b. Harga kontrak/Surat Perintah Kelja (SPK) untuk baranglpekeljaan 

sejenis setempat yang pemah dilaksanakan; 
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c, Harga/tarif barangljasa yang dikeluarkan oleh pabrikan!agen tunggal 

atau lembaga indepenrlen; 

6. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 

Dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan sebagai pedoman dalam 

proses pembuatan dan penyampaian penawanm oleh calon penyedia 

barang serta pedoman evaluasi penawaran oieh panitia pengadaan. 

Dokumen pengadaan yang dlsusun berupa Rencana Kerja dan Syarat­

syarat (RKS), 

3.2.2. Proses Pengadaan 

L Pelaksanaan Pemilihan Penyedla barang dengan Metode Pelelangan 

Umum 

a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta 

1) Panitia pengadaan mengurnumkan secara luas tentang adanya 

pelelangan nmum dengan pascakualifikasi melalui media cetak 

harian republika tanggal J 1 April 2007 dan papan pengurnuman di 

kantor Pusat Kurikulum 

2) Pendaftaran dan Pengarnbilan Dokumen dilaksanakan pada Hari 

Rabu-Senin, tanggal 18-23 April 2007 mulai jam 10.00- 14.00 

WIB, bertempat di Ruang Sidang lantai I, Kantor Pusat Kurikulum 

Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Rapat Penjelasan/ Aanwijzing dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 

24 April 2007, mulai jam I 0.00 • 12.30 WIB, bertempat di Rilling 
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Sidang lantai IIJ, Kantor Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan 

Nasional. Pada rapat tersebut Panitia Pengadaan Barangljasa 

menjelaskan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) tentang 

pengadaan komputer, notebook, printer> dan LCD proyektor untuk 

keperluan Pusat Kurikulwn. Rapat ini dihadiri oleh 14 peserta dari 18 

perusahaan yang mendaftar. 

HasH dari Rapat Penjelasan ini adalah kejeiasan RKS yang mengalami 

perubahan berdasarkan saran dan pendapat dari peserta, menjadi 

sebagai berikut: 

• Pemasukan Sural Penawaran paling lambat Hari Selasa, tanggal 

Mei 2007, jam 13.00WIB Ruang Sidang lantai I, Kantor Pusat 

Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional; 

• Pembukaan Sura! Penawru:an Hari Selasa, tanggal l Mei 2007, 

jam 13.00WIB Ruang Sidang lantai III, Kantor Pusat Kurikulum 

Departemen Pendidikan Nasional~ 

• Lamanya jaminan penawaran 30 hari kalender; 

• Surat Penawaran dimasukkan dalam satu arnplop tertutup, dHem 

rapat serta di lak di lima titik, disertai brosur dan lampirannya; 

• Masa berlaku Surat Penawaran selama 30 hari kalender sejak 

tanggal pembuatan Surat Penawaran; 

• Peserta harus melampirkan Surat Dukungan dan Jaminan Puma 

Jual dari distributor utama; 
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• Brosur yang dilarnpirkan boleh dari internet; 

• Untuk menjamin kualitas barang yang sesuai dengan besamya 

dana, barnng yang ditawarkan harus berkualitas; 

• Surat Jaminan Penawaran boleh dari Asuransi Urnwn yang 

memiliki program surety bond yang terdaftar di Departemen 

Keuangan; 

• Evaluasi Barga Penawaran menggunakan sistem gugur; 

• Lampiran tentang modal kerja boleh tidak diisi karena sudah ada 

Referensi Bantc 

• Total HPS Rp. 582.360.000,00 (lima ratus delapau puluh dua juta 

tiga ratus enam puluh ribu rupiah). 

c, Pemasuk:an Penawaran 

Di!akukan pada tanggal25-26 April2007 mulai dari jam !0.00-14.00 

WIB bertempat di Ruang Sidang Lantai III Kantor Pusat K.urikulum 

d. Pembukaan Surat Penawaran 

1) Pemukaan surat penawaran akan dilakukan o!eh panitia pengadaan 

barangljasa dalarn rapat pembukaan penawaran yang dilaksanakan 

pada umggal 27 April 2007, jam 13.30 WIB, bertempat di Ruang 

Sidang Lantai lli Kanmr Pusat Kurikulwn. Dihadiri oleh sembilan 

perusahaan; 

2) Panitia membuka kotak Sural Penawaran dengan didarnpingi dua 

orang wakil dari perusahaan penyedia barangljasa untuk meneliti 
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semua berkas penawaran bersama~sama dengan anggota panhia 

serta menandatangani Berita Acara pembukaan Surat Penawaran; 

3) Terdapat sembilan Srnat penawaranlberkas, yang memenuhi 

persyaratan ada enam perusahaan dan tiga perusahaan tidak 

!engkap. 

e. Evaluasi Penawaran 

1) Panitia mengevaluasi Surat Penawaran dipimpin oleh Ketua 

Panitia Pengadaan pada tanggal 30 April2007, dimulaijam 10.00 

WIB, bertempat di Ruang Sidang Lantai III Kantor Pusat 

Kurikulum. 

2) Kriteria Penelitian dan Penilaian Surat Penawaran adalah Keppres 

No. 80 Tahun 2003, Keppres No. 72 Tahun 2004, syarat-syarat 

administratif penyedia barangljasa, dan lutrga wajar yang 

menguntungkan negar.l serta dapat dipertanggunjawabkan. 

3) Penyedia barangljasa yang mengajukan penawaran dan dinyatakan 

memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut 

a) PT Bisnis Multimedia, dengan harga penawaran sehesar Rp. 

477.264.920,00 (ernpat ratus tujnb pulub tujnb juta dua ratus 

enam pulub empat ribu sembilan ratus dua pulub rupiah); 

b) CV Cutra Anada, dengan harga panawaran sebesar 

Rp.437.417.464,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat 

ratus tujnb betas ribu empat ratus enam pulub empat rupiah); 
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c) PT Swnber Sarana Informatika, dengan harga penawaran 

sebesar Rp. 434.412.000,00 (empat ratus tiga puluh empatjuta 

em pat ratus dua bel as ribu rupiah). 

4) Berdasar penilaian yang telah dilakukan, maka panitia pengadaan 

sepakat memutuskan tiga caJon pemenang pelelangan pekeljaan 

Pengadaan Komputer, Notebook. Printer~ dan LCD Proyektor 

dengan urutan sebagai berilrut: 

a) PT Sumber Sarana Informatika, dengan barga penawaran 

sebesar Rp. 434.412.000,00 (empat ratus tiga puluh empat 

juta empat ratus dua belas ribu rupiah); 

b) CV Cutra Anada, dengan harga penawaran sebesar 

Rp.437.417.464,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat 

ratus tujuh belas ribu empat ratus enarn puluh empat rupiah); 

c) PT Bisnis Multimedia, dengan harga penawaran sebcsar Rp. 

477.264.920,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus 

enarn puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). 

f. Usulan Pemenang 

Diajukan oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 2 Mei 2007 

berdasarkan hasH evaluasL 

g. Surat Penunjukkan Pemenang 

Sural Penunjukan l'emenang No. 5542/03/KOM/V/2007 tanggal 14 

Mei 2007 yang diterbitkan o1eh Pejabat Pembuat Komitrnen Pusat 
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Kurikulum sebagai bukti pemberian pekeljaan kepada PT Sumber 

Sarana Infonnalika sebagai penyedia barang/jasa. 

2. Penymmnan Suxat peijanjian 

Selelah seluruh prosedur pengadaan barang/jasa dilaksanakan, ketentuan­

ketenluan penting yang lerdapal dalam Rencana Kerja dan Syaral-syaral 

dituangkan dalam bentuk sural peljanjianlkontrak. Kontrak berisi hak dan 

kewajiben Pejabal Pembual Komitrnen dengan Penyedia Barangljasa, dan 

bersifat mengikat masing-masing pihak Kerangka surat perjanjian 

pengadaan barang/jasa di Pusal Kurikulum sebagai berikul: 

a. Pembukaan yang me!iputi: 

1) Judul Kontrak : Sural Perjanjian Pelaksanaa Pekeljaan Pengadaan 

Komputer, Notebook, Printer, dan LCD Proyektor 

2) Nornor Kontrak: 5543/GJ/K.OMN/2007 

3) Tanggal Kontrak: Hari Senin, Tanggall4 Mel 2007 

4) Kalimal Pembuka : Pada hari ini, kami yang bertanda tangan di 

bawah ini 

1. Penandatanganan Kontrak : Sural Perjanjian ini berdasarkan 

pada Sural Keputusan Pejabat Pembuat Komitrnen 

No.55421G31KOMNI2007 tanggall4 Mei 2007; dan 

2. DJPA Badan Penelitian dan Peugembangan Departemen 

Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2007 No. 0853.0/023-

11.0/-12007, tanggal31 Desember 2006 

5) Para Pihak Dalarn Konlrak 
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1. Diah Harianti 

Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Kurikulum Departemen 

Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut sebagai Pihak 

Pertama 

2. Riko Robert M.H. 

Direktur PT Sumber Sarana Informatika 

Berdasarkan Akta Notaris Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., 

M.Kn. tanggal 17 Oktober 2006 No.l7 yang selanjutnya 

disebut sebagai Pihak Kedua 

Pemyataan sepakat dan mengikatkan diri mengadakan kerjasama 

dalam rangk:a pelaksanaan pekerjaan pengadaan Komputer, Notebook, 

Printer, dan LCD Proyektor. Dengan ketentuan dan syarat sebagai 

berikut: 

I. Tugas dan Lingkup Peke~aan 

I) Pihak Pertarna dalarn kedudukannya seperti dimaksud di atas, 

mernberi tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua 

menerima tugas tersebut Wltuk mengelola dan melaksanakan 

pekeijaan Pengadaan Komputer, Notebook, Printer, dan LCD 

Proyektor 

2) Dalarn hal melaksanakan peke~aan, Pihak Kedua harus 

berpedoman kepada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 
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dan bersifat mengikat, serta memiliki kekuatan hukum yang 

sama dengan surat perjanjian ini. 

2. Jangka Wak:tu dan Pe1aksanaan 

1) Jangka waktu pe1aksanaan peke~aan pengadaan Komputer, 

Notebook, Printer, dan LCD Proyektor ada1ah 14 (empat betas) 

hari ketja terhitung mulai tanggal ditandatangani Surat 

Perintah Mulai Kerja (SPMK). 

2) Surat Pe~anjian Ke~a/Kontrak ditandatangani oleh kedua 

belah pihak, Pihak Kedua barus menyerahkrul jaminan 

pelaksanaan peke~aan kepada Pibak Pertama sebesar 5% (lima 

persen) dari nilai kontrak yang ditandatangani sebagai jarninan 

bahwa Pihak Kedua akan melaksanakan peke~aan ini. 

3. Pelaksanaan Pekerjaan 

1) Dalam melaksanakan pek~aan, Pihak Kedua diminta 

mengikuti dan mema!Uhi ketentuan serta petunjuk tentang 

keuangan yang diberiken oleh Pihak Pertarna atau petugas 

yang ditunjuk. 

2) Dalarn Pihak Kedua berhenti dari jabatan sebelurn pelaksanaan 

p~anjian ini selesai selurnbnya, maka Pihak Kedua wajib 
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menyerahterimaklm tanggungjawab kepada pejabat barn yang 

menggantikannya. 

3) Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri setelah 

ditandatangani Surat Pe~anjian Kerja!Kontrak maka jaminan 

pelaksanaan pekerjaan menjadi milik negara. 

4. Pengawasan Peketjaan 

Untuk melakukan pengawasan peke~aan, Pihak Pertama 

menunjuk petugas sebagai pengawas yang bertindak untuk dan 

atas nama Pihak Pertarna dengan tugas mengadakan pengawasan 

dan pemantauan pekerjaan yang dilakuklm o!eh Pihak Kedua. 

5. Penyeraban Peke~aan 

I) Hasil pe!aksanaan pekerjaan harus diserahkan oleh Pibak 

Kedua kepada Pihak Pertama melalui panitia pemeriksa dan 

penerima harang!jasa yang diangkat melalui Surat Kepuiusan 

Kepala Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

2) Panitia pemeriksa dan penerima banangljasa berhak menolak 

setiap barang yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan 

dalam RKS baik mengenai administrasi, teknis pekeJjaan, 

maupun spesifikasi. 

3) Jika telah memenuhi persyaratan sesuai dengan RKS yang 

dinyatakan dengan Berita Acara oleh Panitia pemeriksa dan 

penerima barangljasa, maka Pihak Pertama akan menerirna 
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basil peke~aan tersebut yang dinyat'lkan secara tertulis dalam 

suatu Berita Acara. 

6. Sumbcr Dana 

Sumber dana untuk pelaksanaan pekerjaan adalah DIPA Badan 

Penelitian dan Pengembangan Departernen Pendidikan Nasionai 

Tahun Anggaran 2007 No. 0&53.01023-11.0/-/2007, tanggal 31 

Desember 2006 

7. Tata Cara Pembayaran 

Pe1aksanaan pembayaran untuk pekeljaan pengadaan Komputer, 

Notebook, Printer dan LCD Proyektor dilakakan dengan cara 

1angsung o1eh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Jakarta Ill, melalui Bank DKI cabang Tanah Abang dengan 

rekening nomor xxx atas nama PT. Sumber Sarana Infonnatika 

setelah seluruh pekerjaan selesai dan dinyatukan sesuai dengan 

RKS. 

8. Sanksi 

l) Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalibkan tanggungjawab 

pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. 

2) Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan dan/atau 

mengalami kegagalan sebagai akibat kelalaian pelaksanaan 

oleh Pihak Kedua, maks Pihak Pertama berhak: 

3) Apabila teljadi keterlarnbatan dalarn penyelesaian pekeijaan 

dengan melarnpaui jangka waktu kontrak, pelaksana pekmjaan 
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dikenakan denda ganti rugi sebesar I 0100 (satu penni!) dari 

nilai kontrak setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimal 

sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan disetorkan ke 

Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) jalarrta III. 

9. Klaim 

Pibek Kedua tidak dapat (tidak dibenarkan) menuntut 

tambahan biaya apapun juga (klaim) walaupun ada kenaikan 

harga material atau jasa yang ada hubungannya dengan 

pekeijaan ini, kecuali pemerintab mel)enrakan adanya ijin 

untuk klaim kenaikan barga tersebut sepanjang dana tersedia. 

!0. Kahar 

1} Yangdimaksuddengankabar: 

a. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dl luar kekuasaan 

Pelaksana Pekerjaan, baik secara langsung rnaupun tidak 

langsung mempengaruhi Jancamya pekeJjaan, antara !ain; 

embargo, peperangan, blokade, epidemi, huru-bara, 

pemogokan, bencana alam (gempa bumi, banjir, topan, 

petir) dan sabotase; 

b. Akibat kebijakan pemerintllh dalarn bidang moneter dan 

lain-lain peraturan yang dapat mempengaruhi langsung 

terhadap pelaksanaan pekeijaan. 
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2) Apabila tetjadi keadaan memaksa maka Pibak Kedua harus 

memperhitungkan secara tertulis kepada Pihak Pertama 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 

terjadinya kabar untuk pertimbangan persetujuan Pibak 

Pertama; 

3) Pemyataan adanya keadaan memaksa tersebut harus dikuatkan 

dengan kelerangan tertulis dari instansi yang berv.•enang 

disertai dengan bukti kuat dan dapat dipertanggungiawabkan. 

4) Dalam hal teljadi kahar yang dapat menyebabkan 

keterlambatan pelaksanaan, akan dilakukan perubahan 

terhadap batas waktu pelaksanaan peketjaan. Segala perubahan 

dimaksud dilakukan diatas persetujuan kedua belah pihak, 

serta dituangkan dalam suatu adendum yang ditandatangani 

oleh kedua belah pihak. 

II. Penyelesaian Perselisihan 

I) Perselisihan yang timbul dalam melaksanakan Sural Perjanjina 

Ketja/Kontrak akan diselesaikan dengan cara musyawarah 

untuk mencapai mufakat; 

2) Bilamana tidak dicapai persetujuan bersama antara kedua belah 

pihak maka perselisihan akan diselesaikan oleh atasan 

langsung kedua belah pibak; 

3) Apabila cara diatas tidak dapat menyelesaikan masalah rnaka 

penyelesaian terakhir diserahkan pada putusan pangadilan 
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sesuai dengan domlsili Kantor Pusat Kurikulum Departemen 

Pendidikan Nasional, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

12. Pajak dan Bea Materai 

1) Bea materai, semua pajak, dan pungutan lain sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, yang tirnbul sehubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab pelaksaan 

pekeljaan. 

2) Salinan bukti setor pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan 

peke~aan agar disarnpaikan secara berkala kepada pihak 

pemberi pekeljaan. 

13. Penutup 

I) Surat Perjanjian ini dinyatakan sah serta mengikat kedua be!ah 

pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua 

belah pihak; 

2) Sural Perjanjian dibuat rangkap 6 (enarn) yang semuanya 

mempunyai kekuatan hukum yang sarna, dan 2 (dua) di 

antaranya untuk masing~masing pihak. 

3. Pelaksanaan Kontrak 

a. Ketentuan Umum 

1. Surat Perintab Mulai ~a (SPMK) 

Setelah kontrak diJandatangani, Pejabat Pembuat Komitrnen wajib 

mengeluarkan Surat Perintab Mulai Keija (SPMK) paling lambat 

tujuh hari setelah penandatanganan kontrak. Dalam pengadaan 
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barang/jasa di Pusat Kurikulum penandatangan kontrak bersamaan 

dengan ditandatanganinya SPMK. Pejabat Pembuat Komitmen 

Pusat Kurikulum menerbitkan SP:tv1K sebagai permulaan 

perlaksanaan peke~aan pada hari yang sama dengan dengan 

penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak. SPMK tersebut 

menyatakan bahwa PT Sumber Sarana lnfonnatika sebagai 

penyedia barang/jasa harus sudah mulai bekerja selambat­

lambatnya dua hari kerja setelah dikeluarkan SPMK. 

2. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan 

l) Pekerjaan pengadaan komputer, notebook, printer, dan LCD 

proyektor untuk keperluan Pusat Kurikulum harus diselesaikan 

seluruhnya l 00% (seratus persen) selambat-lambatnya selama 

14 (empal belas) bari terhitung sejak tanggal diterbitkannya 

Sural Perintah Mulai Kerja (SPMK). 

2) Panitia Pemeriksa dan Penerima barangljasa berhak menolak 

setiap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat 

Perjanjian Ketja!Kontrak baik mengenai administrasij teknis 

pekerjaan, maupun spesi:fikasi barang. 

3. Sura! Perjanjian Kerja dan Jaminan Pelaksanaan Peke~aan 

1) Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan akan 

dibuat Sural Perjanjian Kerjalkontrak antara Pejabat Pembuat 

Komitmen sebagai pihak pertama dan Penyedia barangljasa 

sebagai pihak kedua. 
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2) Sural Perjanjian Konlrak berlaku selama 14 (empal belas) hari 

lerhitw1g mulai tanggal dilerbitkannya Sural Perintah Mulai 

Kelja. 

3) Surat Perjanjian Kerja/kontrak ditandatangani oleh kedua belah 

pihak, pihak kedua harus menyerahkan jaminan palaksanaan 

pekerjaan kepada pihak pertama sebesar 5% (lima parsen) dari 

nilai kontrak yang ditandatangani sebagai jaminan bahwa 

pihak kedua akan melaksanakan pekeljaan. 

4) Jaminan Pelaksanaan Pekeljaan akan dikembalikan kepada 

pihak kedua setelah pekeljaan diselesaikan 100% (serai)Js 

persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan 

Serah Terima Barnng. 

5) Apabila pihak kedua mengundurkan diri setelah 

ditandatanganinya Sural Peljanjian KerjaiKDntrak maks 

jaminan pelaksanaan pekerjaan menjadi milik Negara. 

4. Kenaikan Harga dan Keadaan Kahar (Force Majeure) 

l) Semua kenaikan harga yang terjadi selama masa kontrak, 

adalah ditanggung penyediaa barang/jasa sendiri kecuali 

keadaan Kahar 

2) Yru1g dimaksud dengan keadaan Kahar adalah: 

a. Kejadian diluar kekuasaan penyedia barang/jasa baik 

langsung maupun tidak langsung antara lain; gempa bumi, 

banjir, topan, petir, kebakaran, dan sabotase; 

Universitas Indonesia 

Aspek Pengendalian ..., Nina Purnamasari, FEB UI, 2009



61 

b. Akibat tindakan pemerintab dalam bidang moneter dan 

lain-lain peraturan yang dapat mempengarub.i langsung 

terhadap palaksanaan peke~aan; dan 

c. Atas kejadian-kejadianlakibat-akibat tersebut yang timbul 

selama palaksanaan pake~aan, panyedia barang/jasa 

diharoskan melaporkan/mengaj ukan persoalan tersebut 

kepada Pejabat Pembuat Komitmen, paling lam bat tiga kali 

dua puluh empat jam dan mengajukan bukti/surat 

keterangan yang sab dari yang berwenang selambat­

lambatnya tujuh kali dua puluh empatjam sejak te~adinya 

keadaan tersebut 

3) Apabilalebih dari waktu yang telab ditentukan, maka penyedia 

barangljasa kehllangan bak untuk menuntut yang diakibatkan. 

oleh peristiwa tersebut. 

5. l'erpanjangan W aktu 

!) Perpanjangan waktu dapat diajukan secara tertulis dengan 

menyebutkan alasan-alasan yang akan dijedikan baban 

pertimbangan oleb Pejabat Pembuat Komitmen. 

2) Permohonan perpanjangan waktu dapat diajukan penyedia 

barangljasa hanya satu kali, dan harus dilakukan paling lambat 

tujuh hari kelja sebelum batas waktu yang telab ditentukan 

da!am Surat Perjanjian K~alkontrak berakhir. 
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3) Untuk penyelesaian hal yang tersebut, akan dibentuk satu tim 

perneriksa yang diangkat oleb Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Tabun 

Anggaran 2007. 

6. Sanksi 

a) Pemba!alan kontrak secara sepihak akan dilakukan oieh 

Pejabat Pembuat Komitmen apablla: 

(1) Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa penyedia 

barangljasa tidak marnpu melaksanakan pekeJjaan sesuai 

dengan persyaratan dalam kontrak; 

(2) Penyedia barangljasa menyerahkan peke~aan kepada 

pihak ketiga; dan 

(3) Penyedia barangljasa mengundurkan diri. 

b) Selanjutnya pekeljaan akan diserahkan kepada pemenang 

kedua, apabila pembatalan kontrak Ielah dilaksanaksn oleh 

Pejabat Pembuat Kornitmen sesuai dengan ketentuan. 

c) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekeljaan akibat dari 

kelalaian penyedia barangljasa, maka penyedia barang/jasa 

yang bersangkutan dikenakan denda keterlarnbatan sekurang­

kurangnya I 0/00 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak. 

b. Pengadaan Barang 

1. Persiapan Pelaksanaan Kontrak 
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Persiapan pelaksanaan kontrak dilakukan oleh Penyedia barang 

dengan rnembuat penjelasan rinci terhadap barang yang akan 

dikirim untuk pabrikasi sesuai dengan pesanan. 

2. PerHndungan Hak Atas Kekayaan Intelektual 

Penyedia barang harus menjamin Pejabat Pembuat Kornitmen 

bahwa borang yang diserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan 

intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang 

Jika penyedia barang/jasa telah selesai melaksanakan 

pekerjaannya, sesua.i dengan kontrak dan SPMK, penyedia 

barang/jasa harus menyerahkan bukti hasil pekerjaarmya. Hal ini 

dibuktikan dengan Berita Acara serah terima. Berita Acara Serah 

Terima Barang No. 6327/G3/KOMIV/2007 yang ditandatangani 

oleh Penyedia barang dan Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan 

Ielah dilaknkan penelitian oleh petugas penerimafpemeriksa barang 

yang juga menandatangani berita acara atas spesifikasi, mutu, 

kelengkapan, dan kondisi nyata teiah sesuai dengan surat 

pesananlpurchase order. Berita Acara ini melengkapi dokumen 

pengadaan barang/jasa untuk melakukan proses pembayaran sesuai 

dengan mekanisme yang terdapat dalam kontrak dan SPMK. 

4. Syarat-syarat Pembayaran 
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1) Pembayaran 100% (seratus persen) di1akukan setelab barang 

diterima dan dinyatakan baik dan cukup oleh Pengguna 

barang/jasa atau yang mewakilinya dengan Berita Acara Serah 

Terima Barang/jasa; 

2) Pembayaran peke~aan dilakukan oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Departernen Pendidikan Nasional Tahun 

Anggaran 2007 melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara (KPPN) Jakarta III di Jakarta. 

5. Pajak dan Bea Materai 

Bea Materai dan semua pajak-pajak serta biaya lain sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, yang timbul sehubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan, menjadi tanggung jawab penyedia 

barang/jasa. 

6. Penyelesaian Perselisihan 

1) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pekeijaan akan diselesaikan secara 

musyawarah untuk mencapai mufakat. 

2) Apabila melalui musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, 

maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya rnelalui 

Pengadilan Negara Jakarta Pusat. 

Dalarn pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum hal ini tidak te*di jarak/dapat 

langsung dilaksanakan karena pelaksanaa pengadaan barang/jasa selesai pada bulan 

Agustus. Setelah dilakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa, maka Kepala 
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Sub Bidang Kerumahtanggaan Pusat Kurikulum bertanggung jawab atas inventarisasi 

barang-barang hasil pengadaan dan masuk dalarn SIMAK BMN. Kode inventaris 

barang-barang tersebut adalah 023.11.00.137608.005.2007. 
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ANALISIS KOMPONEN PENGENDALIAN INTERNAL 

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA I' ADA PUSAT KURIKULUM 

4.1. Analisis Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan refleksi keseluruhan sikap~ kesadaran dan 

tindakan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang berkapentingan dengan 

pengendalian internal. Oleh karena itu Pejabat Pembuat Kornitmen dan Ketua Panitia 

Pengadaan Pusat Kurikulum sebagai pemimpin dalam kegiatan pengadaan berusaha 

rnembangun sikap positif yang mendukung pengendalian internal. Beberapa 

komponen lingkungan pengendalian yaug dilaksanakan dalam pengadaan 

barangljasa Pusat Kunkulum adalah sebagai berikut: 

1) lntegritas dan nilai etika 

Efektifitas suatu sistem pengendalian internal tidak dapat tercipta tanpa 

integritas dan nilal etis dari keseluruhan pihak yang terlibat dalam pengadaan 

untuk menciptakant menjalankan dan mengawasi sistem tersebut. Integritas 

dipahami dan dikomunikasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua 

Panitia Pengadaan keseluruh anggota panitia pengadaan dalam bentuk penerapan 

prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yaitu efektif, 

efisien, terbuka, transparan. adil/tidak diskriminatif, dan ~kuntabeL Ha1 ini 

tertuang dalam Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 3 yang berarti mengikat panitia 
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pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum. Sedangkan integritas Pejabat 

Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan serta para pihak yang terkait tertuang 

dalam Pakta integritas yang tujuan utamanya untuk mengikat setiap pihak yang 

terlibat dalam pengadaan barangljasa di Pusat Kurikulum agar mematuhi hukum 

dan peraturan yang berlaku dan dibakukan sebingga dapat dijadikan dasar bagi 

Ketua panitla pengadaan dalam membuat keputusan-keputusan yang berpengaruh 

pada proses pengadaan. 

Sedangkan etika pengadaan yang dilaksanakan oleb pam pihak yang 

terlibat dalam pengadaan barangljasa di Pusat Kurikulurn rnengacu pada Pasal 5 

Keppres No.80 Tahun 2003 yaitu dalam bentuk bekelja secara tertib, 

bertanggungjawab~ profesional, mandiri, tidak saling mempengaruhi, dan 

mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait untuk 

mencapai tujuan pengadaan barangljasa di Pusat Kurikulurn. 

2) Konritmen manajemen terbadap kompetensi 

Sebuah organisasi harus dapat menempatkan orang yang tepat untuk 

pekeijaan tertentu oleh karena itu untuk dapat menjadi Pejabat Pembuat 

Komitmen dan Panitia Pengadaan haruslah memenuhi persyaratan memiliki 

tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas 

yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu persyaratan berdasar Pasal 9 ayat I 

Keppres No.80 Tahun 2003 nntuk menjadi Pejahat Pembuat Konritmen di Pusat 

Kurikulurn yang telah terpenuhi, antara lain: I) Berpendidikan Master; 2) 

Memiliki ketaatan yang tinggi dalarn melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya; 3) 

Menriliki kemampuan untuk mengarnbil keputusan, bertindak tegas dan 
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keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain tidak !erlibat korupsi, knlusi, 

dan nepotisme (KKN); 4) Penitaian kondite dan prestasi kexja (Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan) untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai rata-rata 

minimal "Baik", dan 5) Dalam masa transisi, Pejabat Pembuat Kornitmen belum 

diwajibkan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barangljasa pernerintah, 

narnun harus sudah mengikuti pelatiban pengadaan barangljasa pemerintah. 

Panitia pengadaan dipilih oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan 

mempertimbangkan pemahaman terhadap tata cara pengadaan, substansi 

pekeJjaanJkegiatan yang bersangkutan, dan hukum-hukum perjanjianfkontrak, 

yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan No.007/G!Kep/2007, 

tanggal5 Februari 2007. 

Dan untuk mengembangkan kompetensi setiap tahun Pejabat Pembuat 

Komitmen selalu mengikutsertakan staf yang hidang kerjanya meliputi kegiatan 

pengadaan dalam pelatihan sertifikasi panitia pengadaan yang diadakan oleh 

Bappenas sehingga staf tersebut mampu menguasai bidang pekerjaannya dengan 

baik untuk mendukung lingkungan pengendalian. 

3) Filosofi Manajemen dan Gay a Operasional Organisasi 

Hal ini dapat dilihat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang disusun 

scbagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barangljasa di Pusat Kurikulum. 

4) Struktur Organisasi 
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Strnktur Panitia pengadaan di Pusat Kurikulum dapat dilihat dalam Surat 

Keputusan pengangkatan Panitia Pengadaan yang di keluarkan oleh Kepala 

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nastonat Dirnana 

wewenang dan tanggung jawab dari Pejabat Pernbuat Komitmen, Ketua Panitia 

Pengadaan dan Anggota Panitia pengadaan Ielah ditentukan sesuai dengan posisi 

yang jahatnya. Struktur kepanitian pengadaan ini disusun agar dapat menunjang 

transparansi, independensl 1 akuntabilitas, dan kewajaran dalam melaksanakan 

pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum. 

5) Cara Mendelegasikan wewenang dan Tanggung Jawab 

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat 

Kornitmen kepada Panitia Pcngadaan untuk rnengusulkan pemenang pengadaan 

barang/jasa. Dan setelah tugas panitia pengadaan selesai wewenang dikembalikan 

kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 

Setelah Penyedia harang/jasa selesai melaksanakan kon1rak, Pejahat 

Pembuat Ko:rrutmen mende1egasikan wewenang dan tanggung jawabnya kepada 

Panitia penerimaan dan pemeriksaan barang, untuk menerima dan memerikse 

harang yang diserahkan oleh penyedia telah sesuai dengan kon1rak. Jika telah 

sesuai maka panitia ini membuat berita acara serah terima sebagai bukti bahwa 

pekeljaannya telah selesai, sehingga wewenang dan tanggung jawab 

dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 

6) Kebijakan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaannya 
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Pejabat Pembuat Komitmen dalam membentuk panitia pengadaan dan 

panitia penerimaan dan pemeriksaan, dengan mempertimbangkan bahwa staf 

tersebut telah mengikuti pelatihan tentang pengadaan barangljasa. Hal ini 

disebabkan dari 120 staf di Pusat Kurikulum yang sudab pemab mendapat 

pelatiban tentang pengadaan banya 4 staf. Jumlah staf yang sudab mendapat 

pelatihan hanya sedikit karena barkaitan dengan porsi peserta pelatiban yang 

diadakan Balitbang tersedia hanya untuk 2 orang staf tiap tahunnya. Dan 

Balitbang mula! mengadaan pelatihan pengadaan barangljasa peda tahun 2006. 

4.2. Analisis Penilaian Resiko 

Setiap organisasi selalu berhadapan dengan resiko dalam semua kegiatan, 

termasuk Pusat Kurikulum dalarn melaksanakan kegiatan pengadaan barangljasa. 

Proses identifikasi resiko sampai level tahap kegiatan tidak tertuang secara ekspiisit, 

namun Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia pengadaan di Pusat Kurikulum telah 

melakukan identiflkasi dan penilaian resiko dalam menjalankan Kegiatan pengadaan 

barang/jasa. Proses identifikasi dan penilaian perkiraan resiko yang potensial dan 

frekuensi keseringan resiko itu muncul bertujuan agar tujuan pengadaan dapat 

tercapaL HasH Identifikasi resiko dalam pelaksanaan pengadaan ada1ah sebagai 

berikut: 

l. Tahapan pengadaan yang memerlukan waktu cukup lama, sehingga tidak efektif 

karena lebih mernentingkan kesesuaian prosedrn daripada kualitas dan standar 

barang/jasa, selain itujuga menyebabkan biaya tinggi; 
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2. Batasan wewenang antara Pejabat Pembuat Komitrnen dan panitia pengadaan 

harus diperjelas agar tidak tumpang tindih; 

3. Pertentangan peraturan tentang penambahan persyaratan dalam Proses 

Paseakualifi!G>si harus dipedelas apakah diperbolehkan atau tidak; 

5. Jumlah staf yang sudah mengikuti pelaksanaan pengadaan sang at sedikit, yaitu 

0,03% dari seluruh staf di lingkungan Pusat Kurikulum dan helum ada yang 

memihkl sertifikat keahlian pengadaan; 

6. Sarana dan prasarana knrang rnemadai. Tidak adanya ruangan khusus pada saat 

pengadaan menyebabkan kesulitan bagl panitia maupun peserta lelang pengadaan 

barang!jasa; 

7. Kurangnya koordinasi dengan Kesekretariatan Balitbang menyebabkan kesuhtan 

penentuan jadua[ pelaksanaan pengadaan; 

8. Pernbahan kebijakan tingkat departemen tentang prioritas pelaksanaan kegiatan, 

yang )ebih mengutamakan tersusunnya suatu bahan kebijakan atau suatu model 

kurikulum, sehingga anggaran untuk pengadaan barang!jasa dipotong; 

Pejabat Pembuat Kornitmen dan Panitia Pengadaan telah mengidentifikasi dan 

rnenilai resiko, namun belum secara ekspilisit menyatak:an metode yang digunakan 

rnisalnya seperti aktivitas merangking secara kualitatif dan kuantitatif. 

8.2. Analisis Aktivitas Pengendalian 

COSO mendefinisikan komponen ini sebagai sekumpulan kebijakan dan 

prosedur yang dapat menolong menajemen untuk meyakinkan bahwa tindakan yang 
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diperlukan telah dilakukan untuk mengatasi resiko. Pusat Kurikulum mewujudkannya 

di pengarlaan barang/jasa dalam bentuk, antara lain: 

i . Pej a bat Pembuat Komitmen di Pusat Kurikulum juga menyhnpan dan memelihara 

seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barangljasa termasuk berita acara proses 

pelelanganlseleksi; 

2. Pembinaan yang dilakukan Pusat Kurikulum berkaitan dengan pengadaan 

barangljasa adalah mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara 

intensif kepada semua perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan Pusat 

Kurikulum agar dapat dipabami dan dilaksanakan dengan baik dan benar; 

3. Pusat Kurikulum mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barangtjasa 

serta mcmberikan perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk 

koperasi kecH; 

4. Mengikat Pelaksana Pekeljaan Pengadaan dengan Kontrak Pe~anjian; 

5. Mewajibkan perusahaan pelaksana peketjaan untuk menyerahkan jaminan bank, 

dimana PT Sumber Sarana Informatika menyerahkan jarninan berupa Surety 

Bond yang dikeluarkan oleh Asuransi Purl Asih dengan Nomor Bond. 

81.0.14.411.11.06.DM senilai Rp.21. 720.000,-; 

6. Penyusunan HPS sebagai alat untuk menilai kewajaran ha:rga penawaran termasuk 

rinciannya dan untuk menetapkan besaran ta.mbahan nilai jaminan peiaksanaan 

bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah; 

7. Sete!ah serah terima peke~aan dilakukan, Pejabat Pembuat Komitmen melakuksn 

penilaian terhadap basil pekeJjaan yang telah diselesaikan, dan menerima 

penyeraban pekerjaan setelab seluruh basil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 

Universitas Indonesia 

Aspek Pengendalian ..., Nina Purnamasari, FEB UI, 2009



73 

ketentuan kontrak yang ditandai dengan berita acara penerimaan dan pemeriksaan 

barang. Selain itu Penyedia barangljasa diwajib me1akukan pemeliharaan atas 

hasil pekeljaan selama masa yang ditetapkan dalarn kontrnk, sehingga kondisinya 

tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran 

uang retensi dengan menyerah.kan jaminan pemeliharaan, dalam hal ini PT 

Sum her Sarana Informatika menyerahkan surat jaminan puma jual; 

8. Pemberian sanksi kepada penyedia barang/jasa bila teljadi keterlambatan 

penyelesaian pekarjaan akibat dari kelalaian penyedia barangljasa, sebagaimana 

diatur dalam kontrak, maka penyedia barang(jasa yang bersangkutan dikenakan 

denda keterlambatan sekurang-kurangnya l/1000 (satu perseribu) per hari dari 

nilai kontrak (diatur dalam Surat Perjanjian Kelja!Kontrak).; 

9. Penghentia.n dan Pemutusan kontrak dinyatakan da1am Surat Perjanjian 

Kerja!Kontrak antara Pusat Kurikulurn dengan Penyedia barangljasa sebagai 

berikut: 

a. Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalihkan tanggungjawab pelaksanaan 

pekeljaan kepada pihak lain. 

b. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan dan/atau mengalami kegagalan 

sebagai akibat kelalaian pelaksanaan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Perlama 

berhak. 

8.3~ Analisis lnformasi dan Komunikasi 

Bentuk informasi dan komunikasi yang terdapat dalam pengendalian intenal 

pengadaan barangljasa di Pusat Kurkulurn dalam bentuk: 
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• Rapat internal yang dilakukan oleh panitia pengadaan untuk melakukan 

koordinasi di setiap tabap pelaksanaan pengadaan; 

• Jadual pelaksanaan pengadaan dan Ber!ta acara disusun oleh Pan.i.tia Pengadaan, 

sehingga sctiap orang yang terlibat dalam pengadaan dapat rnelaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya dengan baik agar tujuan dari pengadaan dapat tercapai; 

• Berita Acara serah terima barang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

kepada Kepala Balitbang sehagai laporan babwa pengadaan barang/jasa telab 

selesai dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum; 

• Laporan pelaksanaan kegiatan dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala 

Balitbang sebagai Kuasa Pengguna .A.nggaran di satuan kel)a Balitbang 

Depdiknas; 

• Rcncana Kerja dan Syarat-syarat sebagai pedoman bagi panitia pengadaan di 

Pusat Kurikulum dan Penyedia barang/jasa; 

• Pemuatan pengumuman pengadaan barangljasa yang dilakukan oleh Pusat 

Kurikulum dalam Surat Kabar Nasional dan Papan pengumuman merupakan 

bentuk dari informasi kepada pihak ekstemal di Juar Pusat Kurikulum; 

• Rapat Penjelasan!Aanwijzing dan sanggaban dari penyedia barang/jasa sebagai 

bentuk komunikasi antara panitia pengadaan dengan penyedia barangljasa, dengan 

cam mengajukan surat sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila 

menurut penyedia barang/jasa terdapat penyimpangan teihadap ketentuan dan 
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prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, 

menghalangi terjadinya persaingan yang sehat, atau karena penyalahgunaan 

wewenang oleh panltia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang 

lainnya. 

8.4. Analisis Monitoring 

Suatu organisasi perlu untuk menyusun suatu bentuk kegiatan monitoring 

yang menyeluruh untuk mengukur keefektifan pengendalian intemalnya dari waktu 

ke waktu, Bentuk proses pengendalian internal yang dilakukan oleh l'ejabat l'embuat 

Komitmen di Pusat Kurikulum berupa pengawasan dalam kegiatan beijalan berupa 

penyesuaian rencana keJja yang harus dilaksanakan dengan sasaran yang hams 

dicapai. 

Evaluasi khusus yang terpisah dilakukan oleh audit internal Departemen 

Pendidikan Nasional. Temuan basil audit terhadap pengadaan barang/jasa di Pusat 

Kurikulum pada tahun 2007 adalah kurang pahamnya panitia pengadaan barang/jasa 

terhedap prosedur pengadaan. Hal ini dikomunikasikan kepada Kepala Pusat sebagai 

pucuk pimpinan untuk ditindak lanjuti dengan pclatihan kcpada staf yang lingkup 

keljanya meliputi pengadaan barang/jasa. 

Universitas Indonesia 

Aspek Pengendalian ..., Nina Purnamasari, FEB UI, 2009



BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat dimnbil setelah melakukan analisis Kegiatan 

Pengadaan di Pusat Kurikulum adalah secara umum telah melaksanakan komponen 

pengendaiian internal. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya setiap komponen 

pengendalian internal menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penUaian 

resiko, pengendalian resiko, infonnasi dan komunikasi, serta monitoring. 

Komponen lingkungan pengendalian di Keg!atan Pengadaan Pusat Kurikulum 

dalam bentuk usaha menerapkan peraturan perundangan tentang pengadaan 

pernerintah di Indonesia sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan mulai dari 

persyaratan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia pengadaan, dan 

pemyataan/komitmen melaksanakan nilai etika dan integritas dari setiap pihak yang 

terlibat dalam pengadaan di Pusat Kurikulum yang tertuang dalam Pakta lntegritas. 

ldentifikasi dan penilaian resiko yang telah dilakukan berdasarkan pada 

kejadian di kegiatan pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan dimasa yang 

Ielah lalu. Perlu dilakukan identifikasi dan penilaian resiko Jebih lanjut untuk tiap 

tahap pengadaan agar dapat disusun tindakan pengendaliannya_ 

Di Pengadaan yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum, pengendalian resiko 

dilakukan dengan membuat kebijakan dan prosedur yang penyusunannya didasarkan 

pada Keppres No.80 Tahun 2003, salah satunya dituangkan dalam bentuk Renca 

Ketja dan Syarat-syarat. 
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Komponen pengendalian internal infonnasi dan komunikasi yang 

dilaksanakan dalam bentuk laporan pelaksanaan, jadual pelaksanaan pengadaan dan 

berita acara dengan tujuan agar setiap orang yang terlibat dapat mengetahui tugas 

dan tanggungjawabnya. Bagi pihak ekstemal Pusat Kurikulum bentuk komunikasi 

dan informasi yang dilakukan dalam bentuk prosedur pengumuman pengadaan 

lelang, penjelasan/aan\\ijzing, dan sanggahan yang dapat dilakukan dengan mematuhi 

prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. 

Monitoring dilakukan daiam bentuk penyesuaian an1ara rencana pengadaan 

dengan sasaran yang akan dicapai. Selain itu juga dilakukan audit oleh auditor 

internal Departemen Pendidikan Nasional yang temuannya harus segera ditindak 

lanjuti oleh panitia pengadaan. 

5.2. Saran 

Saran berdasarkan basil analisis pengendalian internal dalam Pengadaan 

barang/jasa di Pusat Kurikulum adalah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia perlu diperhatikan etektifitasnya, pernilihan 

panitia pengadaan sebaiknya lebih bervariasl untuk tiap periode pengadaan1 untuk 

memudahkan komunikasi dan koordinasi sebaiknya dipilih staf Balitbang yang 

mempunyai kompetensi mengenai tata cara pengadaan dan rnemi1iki komitmen 

terhadap waktu, hal ini untuk memudahkan komunlkasi dan koordinasi jnternal 

panitia pengadaan. Dan sarana dan prasana untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan 

sebaiknya juga diperhatikan, misalnya disediakan ruangan khusus selama 

pelaksanaan pengadaan. 
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Selain itu perlu dilalrukan identifikasi resiko yang tertuang dalrun pedoman 

panitia pengadaan sebingga dapat dilakukan monitoring sebagai wadah evaluasi 

pelaksanaan pengadaan di masa yang akan datang. 
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Lampiran I. 

ANALISIS KOMPONEN PENGENDALIAN INTERNAL PADA 
PUSAT KURIKULUM 

No 
Komponen Data Lokasi Teknik 

1. Lingkungan ) lntegritas dan Prinsip Wawancara, 
Pegendalian nilai etika dari pengadaan dokumen 

karyawan dan barangljasa; (RKS, 
manajemen Pakta 'Keppres 

integri!as. 80/2003) 
2) Komitmen Training dan Wawancara 

manajemen sertifikasi dan dokumen 
terhadap pan ilia 
kompetensi pengadaan, 

persyaratan 
PPKdan 
pejabat 

I pengadaan 
3) Filosofi dan RKS 'Dokumen 

Gaya 
Kepemimpinan 

) Struk:tur SK Dokumen 
Organisasi pengangkatan 

sebagai panitia 
I pengadaan 

b) Pendelegasian SK Dokumen 
wewenang dan pengangkatan 
Tanggung sebagai panitia 
jawab I pengadaan 

o) Kebijakan SDM Sertifikat Dokumen 
dan Peserta 
Pelaksanaan- Pelatihan 
nya Pengadaan 

2. Penilaian Tidak tertuang Wawancara 
Resiko secara eksplisit 

3. Aktivitas engendalian Kontrak, HPS, Dokumen 
Pengendalian Umum RKS 
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Noj 
Komponen 

Data Lokasi Teknik 

4 Komunikasi Berita acara, Dokumen 
dan lnformasi RKS, Laporan, dan 

Pengumuman/ wawancara 
!klan media 
cetak, Rapat 
Penielasan 

5. Pengawasan PPK, hasil Wawancara, 
pemeriksaan 

dokumen __ j 
' 

auditor internal 
' deodiknas ' 
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